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MOTTO 

"Beristikamahlah Oerbuat yang lurus) sebagaimam kamu diperintahkan " 

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat " 

"Bila kamu bersyukur, Aku akan menadah lagi nikmatmu, dan bila kamu kupr 

(tidak bersyukur), ingatlah siksa-Ku teramat berat" 

"Barang s iap  berperang dengan masksud meninggikan kalimat Allah, maka ia 

berada &lam Sabililhh" 

(HR Imam Bhukori dun Imam Muslim) 

"Mahluk adahh tabir penghalang bagi dirimu, dan dirimu adalah tabir penghalang 

bagi Tuhanmu. Selama kamu melihat mahluk, selama itu pula kamu tidak &pat 

melihat dirimu, dart selama kamu melihat dirimu, selama ifu pula kamu t i h k  dapat 

melihat Tuhanmu " 

(Asy Syaikh Abdul Qodir al Jailani) 
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ABSTRAK 

Penipuan dalam perjanjian adalah salah satu perbuatan yang 

dapat dirnintakan pembatalan perjanjian dengan mengajukan gugatan di 

pengadilan. Pada penelitian ini masalah yang dikaji adalah apakah tolak 

ukur untuk menentukan penipuan dalam kontrak dan bagaimana dasar 

hukurn pertimbangan hakim dalam membatalkan perjanjian yang 

mengandung unsur penipuan 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

hukum normat$ yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada 

data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan 

berupa bahan-bahan hukum. 

Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah untuk dapat 

mengetahui tolak ukur menentukan penipuan dalam kontrak adalah dengan 

mengetahui terlebih dahulu awal kesepakatan atau perjanjian tersebut terjadi 

dan membuktikan unsur-unsur sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdata yaitu 

unsur tipu muslihat, terang dan nyata. Sedangkan dasar hukum yang 

digunakan hakirn dalam pertimbangan hukum putusannya karena sesuai 

Pasal 1328 KUHPerdata tidak diuraikan secara jelas mengenai pembatalan 

perjanjian karena adanya penipuan dm hanya menguraikan unsur tipu 

muslihat, terang dan nyata dan itu terlalu umum, maka hakim bisa 

mengambil dan memakai unsur-unsur pada penipuan pidana Pasal 378 

KUHP yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum, baik mernakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat 

ataupun serangkaian kebohongan sebagai tambahan dalam membuktikan 

penipuannya. 



DAFTAR IS1 

Halaman .................................................................................... 

HALAMAN JUDUL ....................................................................... 

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................... 

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................... 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................... 

KATA PENGANTAR ................................................................... 

ABSTRAK ................................................................................ 

.............................................................................. DAFTAR IS1 

BAB I . PENDAHULUAN ............................................................. 

A . Latar belakang masalah ..................................................... 

B . Rumusan Masalah ............................................................ 

............................................................. . C Tujuan penelitian 

D . Tinjauan pustaka ............................................................. 

E . Metode penelitian ............................................................ 

F . Sisternath penulisan ........................................................ 

BAB I1 . PERTANJIAN PADA UMUMNYA ........................................ 

.................................. A . Pengertian dan dasar hukurn perjanjian 

B . Asas-asas dalarn perjanjian ................................................. 

............................ C . Syarat-syarat dan penipuan dalam pq-anjian 

.............. D . Pengertian jual beli serta hak d m  kewajiban para pihak 



... BAB . 111 . PENIPUAN SEBAGAI ALAS AN PEMBATALAN PERJANJIAN 74 

(Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bantul No.l9/Pdt.G/2009/PN.Btl.) 

A . Tolak ukur untuk menentukan penipuan dalam perjanjian ............... 74 

B . Dasar pertimbangan Hakim dalam membatalkan gerjanjian karena 

........................... adanya penipuan dalarn kasus jual beli tanah 84 

....................................................................... . BAB JY PENUTUP 95 

..................................................................... . A Kesimpulan 95 

...................................................................... B . Saran-saran 96 

....................................................................... DAFTAR PUSTAKA 

................................................................. LAMPIRAN-LAMPIRAN 



BAB I 

PENDMULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada prinsipnya perjanjian atau kontrak adalah serangkaian janji yang 

dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menciptakan suatu alubat 

hukum tertentu. Dengan demikian perjanjian hams lahir dari kehendak para 

pihak dan hams dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat 

perjanjian. 

Sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) menentukan syarat sahnya perjanjian Suatu pe rjanjian dikatakan 

sah jika memenuhi hal-hal sebagai berikut : 

1. perjanjian didasarkan pada kesepakatan (consensus) ; 

2. perjanjian hams dibuat oleh orang yang cakap untuk membuat perjanjian; 

3. objek perjanjian hams jelas atau tertentu; dan 

4. perjanjian itu memiliki kausa yang halal. 

Salah satu kunci dalam perjanjian adalah kata sepalcat. Sepakat 

sebagai persyaratan yang pertarna pada dasarnya merupakan pertemuan atau 

persesuaian liehendak antara para phak diddarn pqjanjian Orang dikatdcm 

telah memberikan persetujuan 1 sepakatnya (foestemmzng) kalau orang memang 



menghendaki apa yang disepakati. Jadi kata sepakat seb enarnya merup akan 

pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling 

mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. ' 

Demikian juga dengan unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdata yang 

lain, selain dari adanya kesepakatan tersebut, juga hams dipenuhi dan tidak bisa 

ditinggalkan, karena unsur-unsur tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian 

Dalam praktik sering ditemui perjanjian yang timbul dari kesepakatan 

yang mengandung cacat kehendak. Menurut Pasd I321 KCTHPerdata suatu 

kesepakatan mengandung cacat hukum (wilsgberek) jika kesepakatan tersebut 

dibuat berdasarkan : 

1. Paksaan (hang) .  

3. Penipuan (bedrog). 

Pembahasan mengenai paksaan ini adalah apabila paksaan itu terjadi 

pada pihak yang diminta untuk membuat perjanjian dipaksa dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan. Perjanjian itu dibuat secara bebas, karena itu perjanjian 

yang demikian dapat dibatalkan menurut kehendak pihak yang diminta dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Perbuatan kekerasan itu dilakukan 

sedernikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, 

bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang 

' J. Satrio, H h m  Perikatan, Perikatun Yang h h i r  dun' Perjanjian, Buku I, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 164. 
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dan nyata. Dalam mernpertimbangkan hal itu hams diperhatikan usia, kelamin 

dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan (Pasall324 KUHP~~).* 

Kekhilafan menurut ketentuan pasal 1322 ayat 1 KUHPerdata adalah 

kekeliruan atau kekhilafan tidak mengalubatkan batal suatu perjanjian, kecuali 

apabila kekeliruan atau kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang 

menjadi pokok perjanjian. Dengan kata lain kekeliruan atau kekhilafan tidak 

mempengaruhi berlakunya suatu perjanjian. Ini merupakan ketentuan urnum. 

Misalnya jika seseorang telah keliru mengenai sifat atau nilai barang yang 

dibelinya. Ini semata-mata adalah ketidakrnujurannya. Hukum tidak akan 

membantunya, kecuali jika ia telah diperdayakan oleh pihak lain3 

Jika kekiruan atau khilaf itu mengenai fakta yaitu mengenai pokok 

perjanjian atau hakekat b m g ,  yang sifatnya cukup berat, kekeliruan mengenai 

identitas pokok perjanjian, dapat mengakibatkan perjanjian itu batal. Pokok 

perjanjian ini adalah termasuk syarat objektif yang diatur dalam pasal 1320 

KUHPdt. Jika kekeliruan atau kekhilafan itu semata-mata mengenai sifat atau 

nilai pokok perjanjian, tidaklah cukup dijadikan alasan batal pe rjanjian. 

Kemudian tentang penipuan, perbuatan curang, tipu muslihat dalam 

masyarakat sudah seMg terdengar, ketiganya ini bertujuan untuk 

memperdayakan pihak lawannya, supaya pelaku perbuatan ini memperoleh 

keuntungan dari kecurangan itu. Penyelesaian s u m  perjanjian seMg didahului 

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, 
hlm 122. 

Ibid, hlm. 1 17. 
Ibid, hlm 1 17. 



oleh perundingan-perundingan, dengan jalan rnana satu pihak membuat 

pernyataan-pernyataan tentang fakta, yang dmaksudkan untuk membujuk pihak 

lainnya supaya mengadakan perjanjian. Jika pernyataan semacam itu tidak benar 

atau palsu, maka hal ini disebut perbuatan curang atau penipuan 

(misrepresentation). 

Menurut ketentuan pasal 1328 KLHPerdata, apabila tipu muslihat itu 

dipakai oleh salah satu pihak sedernikian rupa, sehingga terang dan nyata 

membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perikatan, sedangkan jika tidak 

dilakukan tipu muslihat itu, pihak lainnya tidak akan membuat perikatan itu. 

Penipuan ini merupakan alasan untuk membatakan perjanjian6 

Dari pembahasan di atas jika suatu perjanjian yang timbul dari 

kesepakatan kemudian mengandung penipuan, maka kemudian pihak yang 

merasa dirugikan dapat merninta pembatalan perjanjian tersebut di Pengadilan 

Negeri dengan cara mengajukan gugatan. 

Mengenai pembahasan terjadinya penipuan dalam perjanjian, 

biasanya ada hal lain atau kondisi-kondisi tertentu yang itu sifatnya mendukung 

untuk kemudian terjadi adanya penipuan tersebut, hal tersebut adalah 

penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Tetapi hal ini dalam 

pralctek tidak selalu ada atau terjadi, karena dalam praktek ada penipuan yang 

sejak dari awal ada niat dari pihak untuk melakukan penipuan dan ada juga yang 

menggunakan keadaan-keadaan tertentu. 

Ibid, hlm 120. 
Ibid, hlm 120. 



Dalam perkembangnya, sering terjadi perjanjian yang didasarkan 

pada kesepakatan para pihak dan secara fisik tidak nampak ada paksaan, 

kekhilafan dan kesesatan. Narnun demikian dapat dirasakan adanya semacam 

keterpaksaan dari salah satu pihak karena ada ha1 yang mengakibatkan satu 

pihak mau bersepakat. Hal ini dapat terjadi karena posisi satu pihak yang 

memang membutuhkan sedangkan phak yang mempunyai posisi tawar bisa 

menempatkan kondisi tersebut untuk berpura-pura menyepakati kesepakatan 

yang ada antara kedua belah pihak, padahal dibalik itu pihak yang mempunyai 

posisi tawar memberikan keterangan yang tidak benar dan mempunyai niat tidak 

akan melaksanakan isi kesepakatan dengan disertai tipu muslihat. Sehingga 

pihak yang mempunyai posisi tawar dapat mempengaruhi dan meyakinkan pihak 

lain untuk menyepakati kesepakatan yang dibuat. Keadaan tersebut merupakan 

cacat kehendak yang dikarenakan penipuan (bedrog).' 

Pasall328 KUHPerdata yang menyatakan penipuan merupakan suatu 

alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh 

salah satu pihak, adalzh sedemi'lcian mpa hingga terang dan nyats, b&wa pkiik 

yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat 

tersebut. 

Perbuatan penipuan bukanlah hal yang baru dalam kasus-kasus 

pembuatan perjanjian, penipuan tersebut baru akan dirasakan oleh pihak yang 

dirugikan setelah merasakan bahwa perjanjian tersebut mengalami masalah 

dalam pelairsanaannya. 

C. S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Modul Hukurn Perdata, tennasuk Asas-asas 
H u h  Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm 225. 



Perkembangan perbuatan penipuan dalam pembuatan perjanjian 

diatur dalam KUHPerdata tetapi tolak ukur untuk menentukan penipuan dalam 

kontrak ternyata tidak dibahas dan dijelaskan secara rinci dan jelas. Dalam hal 

adanya penipuan dalam perjanjian hams dibahas secara mendalam, apakah 

unsur-unsumya juga ikut penipuan dalam pembahasan hukurn pidana atau 

mempunyai unsur-unsur tersendiri. Banyak Putusan Pengadilan yang 

memutuskan perkara-perkara seperti ini karena adanya unsur penipuan dal= 

pelaksanaan pembuatan perjanjian benar terjadi dan itu disengaja, tetapi unsur- 

unsur penipuannya tidak dijelaskan secara j elas dalam pertimbangnya 

Dalam pembahasan penipuan ini, penipuan merupakan salah satu hal 

dalam kesepakatan yang mengandung cacat kehendak, ha1 yang dipersoalkan 

dari cacat kehendak itu adalah bagaimana sejarahnya sampai diperolehnya hak 

atau kewenangan itu. Tegasnya mengenai persoalan itu adalah terletak pada 

sejarah terjadinya perolehan hak (het verleden). 

Penipuan dari kalirnatnya berasal dari kata tipuan, tipuan adalah suatu 

bentuk dari kesesatan Contoh A membeli sebuah mobil dari B, untuk 

menggerakan si A membeli mobil itu, si B memutar mundur kilometer stand 

menjadi 20.000 km, dan si A memperlihatkan laporan ANWB palsy dimana 

keadaan teknis mobil itu dalam keadaan baik Kemudian temyata baru saja 

mobil itu dijalankan sudah menunjukan 12.000 km, maka mobil itu diberi 

predikat total los (habis kegunaannya) dan tidak dapat dipergunakan lagi. Kasus 

diatas adalah dapat dibatalkan akibat tipuan. Terciptanya kehendak si A adalah 

dipengaruhi oleh kesengajaan mengelirukan si B dan adalah dapat diterima 



bahwa A tanpa keterangan menyesatkan si B tidak akan terjadi jual beli 

kendaraan itu. * 

Berkaitan dengan kesesatan diatas, undang-undang membedakan 

bentuk-bentuk dari hal yang menyesatkan (misleading) sebagai berikut : 

a. sengaja menyatakan hak yang tidak benar ; 

b. sengaja mendiamkan suatu kenyataan, dimana orang yang bersangkutan 

berkewajiban menyatakannya ; dan 

c. cara tipu muslihat lainyag. 

Berkaitan dengan apa yang sud& dibahas di atas, salah satu 

pe rjanjian dalam pralctek yang sering terjadi di masyarakat adalah perjanjian jual 

beli tanah. Dalam pe rjanjian jual beli tanah seringkali ditemui adanya perjanjian 

jual beli tanah yang mengandung unsur penipuan, walaupun secara sepintas 

perjanjian tersebut ada dengan kesepakatan awal yang disepakati bersama dan 

tidak ada permasalahan dengan kata sepakatnya. 

Dalarn ha1 perjanjian jual beli tanah, apabita terjadi adanya penipuan 

dalam perjanjiannya maka perjanjian itu dapat dibatalkan dengan putusan 

pengadilan. Hal yang menarik dalam ha1 pembatalan perjanjian karena adanya 

penipuan ini mtuk diteliti adalah apakah tolak ukur dan unsur-unsur yang 

digunakan hakim pengadilan untuk menguraikan dan membuktikan bahwa telah 

terjadi adanya penipuan dalam kontrak, apakah mengacu pada penipuan dalam 

hukum pidana atau ada unsur tersendiri sesuai dengan hukum perdata. Karena 

Henry P. Panggabean Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (bum) Untuk 
Pembatalan Pejanjian. Liberty, Yogyakarta, 2001.. hlm. 40. 

Ibid. blm. 40. 



dalam h u h m  perdata pembahasan tentang penipuan ini tidak diatur jelas tentang 

unsur-unsur perbuatannya. 

Jika dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti sebenarnya kasusnya 

sangat menarik, karena dalam kasus tersebut selain penipuan yang menjadi dasar 

pembatalan perjanjian oleh Pengadilan, disertai juga adanya penyalahgunaan 

keadaan dan adanya perbuatan melawan hukum. Hal utama yang menjadi 

pembahasan kasus ini adalah terjadinya penipuan sedangkan penyalahgunaan 

keadaan terjadi secara kasuistis dan perbuatan melawan h u h m  terjadi karena 

akibat hukum dari penipuan tersebut. 

Adanya penipuan yang te rjadi pada perjanjian jual beli tanah tersebut 

terdapat pada kasus perkara Gugatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bantul 

yang telah di putus dengan Putusan No. 19/Pdt.G/2009/PN.Btl antara Kis 

Warsiki yang memberikan kuasa kepada Miftachul Ichwan A1 Annur, SH., 

Hartadi Isman, SH. dan Agus Raharjo, SH sebagai pengugat dan Lindon 

Sihombing, Audi Evinanto Adhihat dan Yomi Ariyati sebagai tergugat. 

Pihak penggugat (penggugat adalah istri dari Jasman Bajuri (pernilik 

tanah)) pada waktu itu dalam status pernikahan mempunyai harta bersama 

bempa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2929 atas nama 

Jasman Bajuri. Sebenarnya penjual tidak mempunyai keinginan untuk menjual 

tanahnya, tetapi karena dari pihak penggugat memerlukan uang untuk 

pengobatan suaminya penggugat (Jasman Bajuri) karena sedang mengalami sakit 

yang serius kemudian berkeinginan menjual tanah tersebut. 



Mengetahui penggugat mau menjual tanahnya, kemudian tergugat 

menghubungi penggugat dan menyatakan berkeinginan untuk mernbeli tanah 

tersebut sehingga penggugat menjual tanahnya kepada tergugat dan kemudian 

terjadilah kesepakatan secara lisan mengenai perjanjian jual beli tanah dan 

nominal jual beli tanah tersebut, yaitu tanah seharga Rp.120.000.000,00 (seratus 

duapuluh juta rupiah) dengan kesepakatan pembayaran dilakukan secara 

bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan untuk setiap tahap dibayar sebesar Rp. 

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun Dengan alasan untuk mengetahui status tanah dan dalam rangka 

pengurusan akta jual beli, tergugat merninjam sertifikat tanah rnilik penggugat 

dan atas dasar kepercayaan dan iktikad baik kepada tergugat penggugat 

menyerahkan sertifikat tanah asli tersebut kepada tergugat. 

Beberapa rninggu setelah menerima sertifikat asli dari penggugat, 

tergugat datang ketempat tinggal penggugat bersama NotarisIPPAT Willy 

Tjondronimpuno, SH dengan membawa form Akta jual beli yang masih berupa 

blangkokertas kosong berkop dari kantor notaris/PPAT tersebut. Dengan 

dikarenakan ucapan bujuk rayu tergugat dan diperkuat oleh notarisPPAT 

tersebut serta pada saat itu penggugat dalam posisi memerlukan dana untuk 

pengobatan, maka melalui banyak pertimbangan akhimya penggugat dan suami 

penggugat bersedia menandatangani akta jual beli yang masih berupa blanko 

kosong tersebut. 

Pada saat itu bunyi akta jual beli tidak dibacakan oleh notarisPPAT 

sebelum atau sesudah penandatangan blangkokertas kosong berkop tersebut dan 



kemudian beberapa hari setelah dilakukan penandatangan, pihak tergugat datang 

ketempat penggugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga 

puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap pertama. Dan kemudian pada 

tahapan pembayaran selanjutnya pihak tergugat tidak memenuhi kewajibannya 

dengan berbagai alasan dan kemudian selalu menghindar dari pihak penggugat 

jika dihubungi. 

Setelah tidak ada kepastian dari tergugat akan pelunasan pembayaran, 

kemudian penggugat meminta kembali sertifikat tanah yang dibawa oleh 

tergugat dan merninta agar akta jual beli dibatalkan. Permintaan penggugat oleh 

tergugat ditolak dan tergugat menyerahkan akta jual beli kepada penggugat. 

Pihak penggugat sangat kaget setelah membaca akta jual beli tersebut dan 

merasa ditipu oleh tergugat karena isi akta jual beli tersebut temyata berbeda 

dengan kesepakatan awal secara lisan sebelum terbitnya akta jual beli, dimana 

tanah penggugat dijual kepada tergugat dengan harga Rp.120.000.000,00 

(seratus duapuluh juta rupiah). Narnun demikian yang dituangkan di dalam akta 

jual beli tersebut hanya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 

Harga tersebut jauh dari harga standar harga pasar yang pada saat itu harga tanah 

sebesar Rp.150.000,OO /m2, kemudian setelah itu tergugat menghilang. 

Akibat dari perbuatan penipuan tergugat dalam pejanjian jual beli 

tanah ini kemudian dalam kasus komposisi lengkapnya penggugat harus 

melunasi angsuran tergugat untuk menutup tanah supaya tidak dilelang oleh 

Kantor Lelang Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena sertifikat tanah atas 

nama Jasman Bajuri (suami penggugat) dibaliknama oleh tergugat atas nama 



C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tolak ukw: apakah untuk menentukan terjadinya penipuan 

dalam kontrak 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam 

membatalkan perjanjian yang mengandung unsur penipuan. 

D. Tinjauan Pustaka 

Perjanjian menurut Pasal 1313 KLWdt adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih lainnya. 

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu 

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengdcatkan diri untuk 

melaksanakan suatu ha1 dalam lapangan harta kekayaan. Hukum yang mengatur 

tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (law of contract)." 

Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dirnana 

seorang be rjanj i kepada orang lain atau dirnana dua orang itu saling berjanji untuk 

melakukan sesuatu hal. 

Menurut M Yahya Harahap, perjanjian mengandung suatu pengehan 

tentang hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, 

lo Abdulkadir Muhammad, 0p.Cit. hlm. 77. 
l1 Ibid. hlm 78 
12 Subekti, Hukum Perjanjian, Pem bim bi ng Masa, Jakarta, 1980, hlm. 1. 



yang memberikan sesuatu ha1 pada suatu pihak untuk mernperoleh prestasi dan 

sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. l3 

Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersimpulah unsur-unsur 

penjanjian itu seperti berikut ini : l4 

a Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang. 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu. 

c. Ada tujuan yang akan dicapai. 

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan 

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan 

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. 

Menurut Pasal 1320 KUHPdt pembuat undang-undang memberikan 

kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Disana 

ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang hams dilakukan oleh orang, agar para 

pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka 

atau pihak ketiga, yang "kata perlu" dapat dimintakan barrtuan pihak pengadilan 

dalam pemenuhannya Dengan perkataan lain, disana diatur, apakah syaratnya, 

agar dua pihak yang saling mengadakan perjanjian dapat dikatakan telah 

mengadakan perjanjian l5 

13 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukurn Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 20. 
l4 lbid, hlm 79-80. 
l5 J. Satrio, Op.Cif hlm. 161. 



Untuk terjadinya atau lahirnya suatu pe rjanjian hams memenuhi 4 

(empat) syarat yaitu :I6 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat perikatan. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Kalau kita perhatikan perhatikan dua syarat yang pertarna, kedua 

syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua syarat 

yang terakhir adalah mengenai objeknya Sebagaimana nanti kita akan lihat, suatu 

perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya yaitu syarat : sepakat yang 

mengikatkan dirinya pada kecakqan untuk bertindak, tidak selalu menjadikan 

perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (nietig), tetapi seringkali 

nanya memberikan kemungkinan untuk dib atalkan (vernietigbaar), sedang 

perjanjian yang cacat dalarn segi objeknya yaitu : mengenai segi "suatu hal 

tertentu" atau " suatu sebab yang halal" adalah batal demi hukum. l7 

Pada lahirnya perjanjian, kata sepakat merupakan kata yang hams ada 

dan merupakan syarat yang logis, karena dalarn perjanjian setidak-tidaknya harus 

ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang 

saling mengisi. Misal: Pembeli ingin merniliki sepeda dan bersedia membayar 

harganya, penjual membutuhkan uang dan bersedia melepaskan sepedanya 

l6 Ibid. hlm. 163. 
l7   bid, hlm .164. 



Orang dikatakan telah memberikan persetujuannydsepakatnya 

(toestemming), kalau orang iemang menghendaki apa yang disepakati. Kalau 

demikian "sepakat sebenamya merupakan pertemuan antara dua kehendak". 

Dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki 

pihak lain. l8 

Kalau kita teliti lebih lanjut, maka yang namanya sepakat itu 

sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterimddisambut) 

oleh lawan janjinya Penawaran dan akseptasi bisa datang dari kedua belah pihak 

secara timbal balik. Dengan demikian kita sekarang tahu, bahwa penawaran dan 

akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya 

perjanjian. 

Selanjutnya yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa yang 

dimaksud dengan sepakat disini (Pasal 1320) adalah sepakat pada saat lahirnya 

perjanjian, bukan pada saat pelaksanaannya. l9 

Sehingga seharusnya apabila ada kata sepakat dalam pembuatan 

perjanjian berarti perjanjian itu menjadi ada. Apabila terjadi kesepakatan dan 

menjadi perjanjian tetapi kemudian apabila dalam kesepekatan itu terjadi 

penipuan maka perjanjian itu dapat dibatalkan dan akibatnya perjanjian itu 

menjadi batal derni hukurn. 

l8 Ibid, hlm. 164. 
l9 Ibid, hlm. 166. 



Selain dari penipuan, sesuai dengan Pasal 1321 KLTHPerdata seperti 

yang telah dibahas didepan, ada juga paksaan dan kekhilafan, sehingga apabila 

perbuatan itu terjadi maka bisa dirnintakan pembatalan perjanjian 

Penipuan ini dalam praktek perjanjian memang sering terjadi, 

sehingga banyak gugatan-gugatan yang rnasuk ke Pengadilan Negeri untuk 

membatakan perjanjian karena didalamnya terjadi perbuatan tersebut. Hal ini 

menjadi suatu pemikiran tersendiri bagi para hakim untuk menelaah lebih jauh 

tentang "penipuan" itu sendiri, sehingga dalam pertimbangan hukum dalam 

putusan juga memasukan dasar hukum yang kuat. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data 

utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum. 

2. Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari penelitan kepustakaan yang berupa bahan-bahan 

hukum yang terdiri dari:*' 

a Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang 

terdiri dari : 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukurn NormatiJ Suatu 
Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13. 



1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

2. Herziene Indonesisch Reglement. 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 / Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

4. Putusan Pengadilan Negeri Bantu1 No. 19/Pdt.G/2009/PN.BTL. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mernberikan petunjuk 

dan kejelasan terhadap hukum primer, yang terdiri dari buku-buku 

literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberika petun.uk maupuan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang 

terdiri dari : 

2. Kamus Inggris- Indonesia 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakan ini dilakukan dengan 

cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan 

hi lkm baik y-ang berupa bahm hulcurn sekunder dan bahan hukum tersier. 



4. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandangl menurut 

ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku. 

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam pe~ielitian ini adalah 

deslaiptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

b. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan 

c. Data yang telah disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar 

dalam mengambil kesimpulan. 

F. Sisternatika Penulisan 

Guna memudahkan ddam memahziii isi dari tesis ini, penulis &an 

menyajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa 

bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing- 

masing bab tersebut adalah ; 



BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan dasar bagi 

penulis dalam menyusun tesis ini, metode penelitian yang di dalamnya meliputi 

jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik 

pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika 

penuhsan tesis. 

BAB I1 TINJAUAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA 

Pada bab ini diuraikan d m  dibahas beberapa ha1 gang berkaitan 

dengan perjanjian dan perjanjian jual beli berkaitan dengan data penelitian, 

adapun uraian pada bab ini meliputi : pengertian dan dasar hukum perjanjian, 

asas-asas dalarn perjanjian, syarat-syarat dan penipuan dalam perjanjian dan 

pengertian perjanjian jual beli serta hak dan kewajiban para pihak. Pada akhir bab 

ini akan diuraikan tentang perjanjian jual beli tanah sesuai dengan data penelitian. 

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis hasil penelitian terhadap 

penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Adapun uraian dan analisis pada 

bab ini meliputi : tolak ukur untuk menentukan penipuan dalam 

perjanjiadkontrak dan dasar pertimbangan hakirn dalarn membatalkan perjanjian 

karena adanya penipuan dalarn kasus jual beli tanah. 



BAB I '  PEIWTLrP. 

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

perrnasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan 

sumbangan pernikiran dan rekomendasi dari penulisan tentang tolak ukur apakah 

untuk menentukan terjadinya penipuan dalam kontrak 



BAB I1 

TINJAUAN PERJANnAN PADA LWJMNYA 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian 

Pengertian pe rjanjian dalam Buku I11 KUHPerdata diatur dalam Pasal 

13 13 KUHPerdata, yang menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih. 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu bejanji 

kepada pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, 

ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak 

Hubungan tersebudah yang dinamakan perikatan21 

Mengenai definisi perjanjian tidak ada dirumuskan sedemikian rupa 

dalarn undang-undang, tapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu 

pengetahuan hukum yakni terletak dalam buku IU KUHPerdata. Suatu perikatan 

adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak didalam 

lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak 

yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu.22 

21 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dun Asas-asas hukurn perdata, Alumni, Bandung, 
1992,hlm. 203. 

22 Ibid, hlm. 203. 



Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan 

perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam 

perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, 

memberikan hak pada kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelahanam 

prestasi dalam perikatan yang lahir tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam 

perjanjian yang telah disepakati doleh para pihak dalam perjanjian adalah 

pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalarn hal debitor 

tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, rnaka kreditor 

berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak 

sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan 

secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau 

tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh kreditor. 

Dengan demikian hubungan perikatan dengan perjanjian adalah 

perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah 

satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum 

perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk 

mengadakan perjanjian, dan undang-undang hanya hanya berfungsi untuk 

melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan 

sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan 

perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari 

undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang be r~an~ku tan .~~  

23 J. Satrio. Huhm Perikatan ... 0p.cit. hlm. 5. 

22 



Mengenai definisi perjanjian seperti yang telah diuraikan didepan 

yaitu Pasal 1313 KUWerdata tersebut oleh para sarjana hukum dianggap 

merniliki kelemahan karena disatu pihak kurang lengkap dan dipihak lainnya 

terlalu luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya merumuskan perjanjian 

sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari disamping pe rjanjian sepihak 

juga dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan 

kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian timbal balik 

Perjanjian timbal balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya tercakup 

dalam batasan pe rjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut. " 

Sebaliknya, dikatakan terlalu luas, karena perjanjian menurut pasal 

tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan. Apabila setiap perjanjian dikatakan 

sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan baik yang bersifat hukum atau 

tidak, dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian, misalnya perbuatan melawan 

hukum, perwakilan sukarela dan hal-hal mengenai janji k a ~ i n . ~ ~  

Atas dasar alasan-alasan itulah rnaka para sarjana hukum merasa 

perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Subekti 

memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang 

berjanji kepada orang lain atau dirnana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.26 

24 Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukurn Perikatan, Mandar Maju, Bandung 1994, 
hlrn. 45. 

25 Ibid, him. 46. 
26 Subekti, Hukurn Perjanjian, Interrnasa, Jakarta, 1990, hlrn. 1 



Sudikno Mertokusumo memberikan definisi pe rjanjian adalah 

hubungan antara dua pihak atau leblh, berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat h u k ~ r n ~ ~  

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :28 

suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

untuk menimbulkan akibat hukum. 

R Setiawan memberikan definisi perjanjianlpersetujuan adalah suatu 

perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebik2' 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dirnaksud dengan perjanjian 

adalah suatu perbuatan hukurn mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, 

dalam rnana salah satu pihak be rjanji, dianggap tidak be rjanji untuk melakukan 

suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk 

menuntut perlaksanaan janji ter~ebut.~' 

Pada umurnnya, perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertenty 

dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini 

bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan Untuk beberapa 

perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertenty apabila bentuk itu tidak 

dituruti, perjanjian menjadi tidak sah. Dengan dernikian, bentuk tertulis tadi 

27 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 
1991, him. 97. 

28 http://sonny-tubelo.blogspot.com/2010/05/teori-kesepakatan. html. 
29 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, him. 49. 
30 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Surnur, 

Bandung, 1981, hlm. 11. 



tidaklah hanya sernata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan 

syarat adanya (bestaanwaarde) perjanjian. Misalnya, perjanjian mendirikan 

perseroan terbatas hams dengan &a notaris (Pasal38 KUHD). 

Selanjutnya kata "perjanjian" secara umum dapat mempunyai arti 

yang luas dan sempit. Dalam arti luas adalah suatu perjanjian berarti setiap 

perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau 

dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, 

perjanjian kawin dan lain-lain. Perjanjian dalam arti sempit adalah disini hanya 

ditujukan kepada hubungan-hubungan dalam lapangan hukurn kekayaan saja, 

seperti yang dimaksud oleh Buku 111 KUHPerdata. 

Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari pada h h - n  

perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah sebagian dari pada h u b  

kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak didalam perjanjian 

adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan Karena perjanjian 

menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, rnaka dapat 

kita simpullcan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. 31 

Itulah sebabnya dkatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu surnber 

utama perikatan. Dan karenanya ada yang mengatakan, bahwa perjanjian yang 

diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah perjanjian yang menimbulkan 

perkatan atau perjanjian obligatoir. Sebagaimana dikatakan didepan, perkatan 

disini merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan 

hukum kekayaan, dimana pada satu pihak ada hak dan pada pihak yang lain ada 

31 J. Satrio. Hukurn Perikatan, Penenkatan Yang Lahir Dari Pejanjian. 0p.cit. hlm.28 
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kewajiban. Hal itu berarti, bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 

13 13 KUHPerdata baru menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saja. 

hi membedakannya dari perjanjian-perjanjian lain yang nil. 

Agar perjanjian tersebut dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Buku 

I11 KLWerdata maka perjanjian tersebut harus merupakan perjanjian yang 

bersifat (hukum) perdata. Perjanj ian-perjanj ian yang bersifat publik mempunyai 

pengaturanya tersendiri diluar KLWerdata Orang biasanya membedakan 

Hukum Publik dan Hukum Privat berdasarkan kepentingan yang diatur 

(kepentingan urnurn dan kepentingan individu) namun ada juga yang menjadi 

ciri pembedaannya pada subjek-subjek yang menutup perjanjian tersebut 

Apabila subjek hubungan hukum tersebut adalah negara dan rakyatlindividy 

maka kita katakan, bahwa disana ada hubungan hukum publik dan karenanya 

diterapkan hukum publik.32 

Sebagaimana Pasal 1 3 13 KUHPerdata menyatakan bahwa perjmjian 

didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau leblk 

Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam 

Pasal13 13 KUHPerdata tersebut temyata menegaskan kembali bahwa perjanjian 

mengalubatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. ini berarti 

dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang 

(pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi 

tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu 

32 Ibid, hlm 29 
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perjanjian aka. selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib 

prestasi (debitor) dan pihak lainya adalah pihak yang berhak atas prestasi 

tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau 

lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat 

juga terdiri dari satu atau lebih badan h u k ~ r n . ~ ~  

Kemudian jika dibaca dan disimak dengan baik rumusan yang 

dibenkan dalam Pasal 1314 KUHPerdata, rumusan Pasal 1313 KUHPerdata 

tersebut jika dikembangkan lebih jauh, dengan menyatakan bahwa atas prestasi 

yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang 

berkewajiban tersebut dapat merninta dilakukannya kontra - prestasi dari lawan 

pihaknya tersebut. 

Kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. 

Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut dapat kita 

katakana bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang 

bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berpresatasi dan perikatan 

yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi). 

Dengan demikian dimungkinkan suatu pejanjian melahirkan lebih 

dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik 

Debitor pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang 

bersarnaan Ini adalah karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari 

perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari Undang-undang, hanya ada satu pihak 

33 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikaton yong Lohir dari Perjnjion, 
PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 92. 
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yang menjadi debitor dan pihak lain yang menjadi kreditor yang berhak atas 

pelaksanaan prestasi t e r ~ e b u t . ~ ~  

B. Asas-Asas dalam Perjanjian 

Memperhatikan rumusan dan pengertian yang telah dijelaskan diatas, 

semua hal tersebut menunjukan bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan 

dan kehendak bersama dari para pihak. Kemudian dilakukan dengan tujuan 

untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah 

pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian sebagai 

sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan yang lain, yaitu Undang- 

undang, berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk 

melakukan prestasi terhadap lawan pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam 

perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini 

debitor, dapat menentukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada 

kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak 

dan kewajiban yang pada lawan pihaknya, apa, kapan, dirnana dan bagaimana ia 

akan memenuhi prestasinya tersebut3' 

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memellhara hak-hak 

yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan 

yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdata diberikan berbagai asas 

umum Asas ini merupakan pedornan, serta menjadi batas atau rambu dalam 

mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya 

34 Ibid, hlrn 93 
35 Ibid. hlrn. 14 



menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, ia dapat dipaksakan 

pelaksanaan atau pemenuhannya. Asas-asas tersebut sebagai berikut : 

1. Asas Personalia 

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 

KUHPerdata, yang berbunyi "Pada umumnya talc seorang pun dapat mengikatkan 

diri atas nama sendiri atau merninta ditetapkan suatu janji selain untuk dirinya 

sendiri". Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu 

perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individy 

subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya ~ e n d i r i . ~ ~  

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 

menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari ity ketentuan Pasal 1315 

juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau 

mengadakan perjanjian. Secara spesifik ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada 

kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subyek hukurn pribadi 

yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya 

sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap 

bertindak dalarn hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh 

orang perorangan, sebagai subjek hukum pribadi yang rnandiri, akan mengikat 

akan diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta 

kekayaan yang dirniliki olehnya secara pribadi. 

36 ibid, hlm. 15 



2. Asas Konsensual 

Asas konsensual ini adalah suatu perjanjian cukup ada suatu kata 

sepakat bagi mereka yang membuat pe janjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan 

hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. hi jelas sekali terlihat pada 

syarat-syarat sahnya suatu pe ~ jan j i an .~~  

Syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa dalam perjanjian itu hams ada 

kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tersebut. Asas ini penting 

sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata sepakat ini sudah timbul adanya 

perjanjian atau sejak detik tercapainya kata sepakat itu, sebagai contoh : apabila 

saya ingin membeli barang, maka perjanjian jual beli barang itu sudah lahir 

dengan segala akibat hukurnnya. 

Asas konsensuil ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 

yang berbunyi : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya empat syarat 

yaitu: 

a Sepakat mereka untuk mengikatkan diri 

b. Kecakapan mtuk mernbuat suatu perjanjian 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal. 

Karena dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak disebutkan suatu 

formalitas tertentu disamping sepakat yang telah tercapai tersebut itu, maka 

37 /bid, hlm. 34. Lihat pula Mariam Darus Badrilzaman.0p.cit.hIm 42 

30 



disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah dalam arti mengikat apabila 

sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari pada yang 

dipe rjanjikan itu. 

Terhadap asas konsensualitas ini ada pengecualiannya, yaitu apabila 

ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan 

ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, seperti rnisalnya pada 

perjanjian penghibahan, jika rnengenai benda tidak bergerak hams dilakukan 

dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan tertulis. Pe rjanjian ini 

dinamakan dengan perjanjian formal.38 

Dalam pe rjanjian, merupakan suatu ketentuan kepada mereka pihak- 

pih& yang rnelakukan perjanjian untuk rnelaksanakan prestasi. Pasal 1338 KLW 

Perdata menegaskan bahwa "semua pe rjanjian itu yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnyay'. Hal tersebut harus 

terlebih dahulu memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan d a l m  Pasal 1320 

KUHPerdata yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian. 

Perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhinya semua 

ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KLTH Perdata Persyaratan sepakat 

bagi mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk rnembuat s u m  

perjanjian digolongkan ke d a l m  syarat subjektif (syarat mengenai orang yang 

rnelakukan perjanjian). Apabila salah satu syarat subjektif ini tidak dipenuhi 

rnaka akibat hukurnnya perjanjian dapat dimintalcan pembatalannya. Sedangkan 

tentang suatu hal tertentu dan sebab halal digolongkan kedalam syarat objektif 

38 Karatini Mulyadi dan Gunawan Wldjaja. 0p.cit. him. 44 



(benda yang dijadikan objek perjanjian). Jika salah satu syarat objektif ini tidak 

dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum. Artinya perjanjian 

dengan sendirinya menjadi batal dengan kata lain perjanjian telah batal sejak 

dibuatnya perjanjian tersebut. Hal-ha1 inilah yang merupakan unsur-unsur penting 

dalam mengadakan perjanjian.39 

3. Asas Kebebasan berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas 

mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam 

undang-undang maupun belurn diatur dalam undang-undang. 

Karena hukum perjanjian itu mengikuti asas kebebasan mengadakan 

suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula menganut sistem terbuka Hal 

ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi : Semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya 

Artinya, dalam KUHPerdata ini bukan berarti bahwa tidak ada 

batasnya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian 

tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan 

kesusilaan, ketertiban umum dan mdang-mdang sebagaimana yang disebut 

dalam Pasal 1337 KUHPerdata. 

Selain dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 1337 KLJHPerdata, 

negara juga telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui 

39 Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu Hukum 
Dagang Menurut KUHD dun KUHPerdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 191. 



peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pembatasan kebebasan 

berkontrak tersebut setidak-tidaknya dipengamhi oleh dua faktor, yakni : 

a. Makin berpengmhya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya 

pada pelaksanaan kontrak tetapi juga hams ada pada saat dibuatnya kontrak 

b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik w n  

omstandigheden atau undue in~luence)~~ 

4. Asas Iktikad Baik 

Tiap orang membuat suatu perjanjian hams dilakukan dengan iktikad 

baik. Asas iktikad baik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu iktikad baik yang 

subjektif dan iktikad baik yang objektif. 

Iktikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai 

kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang 

terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. 

Iktikad baik dalam pengertian subjektif, maksudnya adalah bahwa pelaksanaan 

suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kapatutan atau apa-apa yang 

dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. 41 

Menurut Ridwan Khairandy, asas iktikad baik ini harus ada pada saat 

pra kontrak dan pada saat pelaksanaan kontrak. Standar iktikad baik dalam pra 

kontrak didasarkan pada prinsip kecermatan dalam berkontrak. Dengan asas ini 

masing-masing pihak merniliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta 

material yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Standar iktikad baik 

40 Ridwan Khairandy, 0p.cit. hlrn. 3. 
41 Kartini Mulyadi, 0p.cit. hlrn.79. 



pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Dengan standar ini, perilaku para 

pihak dalam melaksanakan kontrak, dan penilaian terhadap isi kontrak hams 

didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan. Kontrak tidak hanya dilihat 

dari apa yang secara tegas diperjanjikan tetapi juga harus memperhatikan faktor- 

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi k ~ n t r a k . ~ ~  

Ikitkad baik dalam kontrak memiliki tiga fungsi : pertama, semua 

kontrak hams ditafsirkan dengan iktikad baik, kedua, iktikd baik memiliki fungsi 

menambah suatu kewajiban kontraktual, dan ketiga, iktikad baik memiliki fungsi 

membatasi dan meniadakan suatu kewajiban kontraktual. Dalam fungsi yang 

pertama, penafsiran kontrak tidak hanya didasarkan kepada apa yang secara jelas 

diperjanjikan atau kepada kehendak para pihak, tetapi juga hams memperhatikan 

iktikad baik Dalam fungsi yang kedua, berdasarkan iktikad baik hakim dalam 

suatu perkara tertentu dapat menambah isi perjanjian atau bahkan ketentuan 

undang-undang. Dalam fungsinya yang ketiga, manakala hakim dalam suatu 

perkara tertentu menemukan isi kontrak yang bersangkutan sangat bertentangan 

dengan keadlan atau kepatutan, ia dapat mengurangi atau bahkan meniadakan 

suatu kewajiban kontrakt~al .~~ 

5. Asas Pacta Sun Servanda 

Pacta Sun Servancia ini merupakan asas dalarn perjanjian yang berhubungan 

dengan mengikatkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak 

adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Maksudnya 

42 Rldwan Khairandy, Op.cit, hlrn. 348. 
4"bid 



bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka 

seperti undang-undang. 

Selanjutnya rnaka pihak ketika tidak bisa mendapatkan kerugian 

karena perbuatan mereka dan juga tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum 

bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Asas pacta sun servanda 

dalam suatu perjanjian yang mereka buat mengikat sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya. 

Kemudian kalau diperhatikan istilah perjanjian dalam Pasal 1338 

KUHPerdata tersimpul adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh 

membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur di dalam KUHDagang 

atau juga perjanjian jenis b m .  Berarti disini adanya larangan bagi hukum mtuk 

mencapuri isi dari suatu pe rjanjian. 

C. Syarat-syarat dan Penipuan Dalam Perjanjian 

1. Syarat-syarat Perjanjian 

Syarat sahnya perjanjian dapat dihji berdasarkan hukum pe rjanjian 

yang terdapat dalam KUH Perdata (civil law) yakni diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. Pasall320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, 

yaitu : 

a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian ; 

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan; 

44 Salirn, Perkernbangan Hukurn Kontmk Innorninat, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 
hlrn. 23. 



c. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek yang tertentu ; 

d. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab (causa) yang halal. 

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang 

berkembang, digolongkan ke dalam ;45 

a dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan 

perjanjian (unsur subjektif) 

b. dua unsur pokok laimya yang berhubungan langsung dengan objek 

perjanjian (unsur objektif). 

Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas 

dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan 

perjanjian Unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang 

merupakan objek yang diperjanjikan. Causa dari objek yang berupa prestasi yang 

disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau 

diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat 

unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian. Perjanjian tersebut diancam 

dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran 

terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak 

terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang l h r  dari 

perjanjian tersebut tidak dapat dipaksaksan pelaksanaannya.46 

Kaitannya dengan masalah batal demi hukum (nieteg = null and void 

= voidab initio) dan dapat dibatalkan (verniegtigbaar = wiable). Perjanjian yang 

45 J. Satrio. 0p.cit. hlm. 93. 
46 Ibid,hlm. 93. 



batal demi hukurn adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum 

menganggap perjanjian tersebut tidak pemah ada Perjanjian yang dapat 

dibatakan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh 

pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. 

Ad. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

Maksud kata sepakat disini adalah persesuian kehendak antara para 

pihak mengenai hal-hal yang menjadi pokok perjanjian, apa yang dikehendaki 

pihak yang satu disetujui oleh pihak yang lain. 

Berkaitan dengan hal sepakat, Meliala mengemukakan bahwa ;47 kata 

sepakat mereka disini hams diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat 

ini telah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu 

kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya temyata 

bukan pe rjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu 

yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini dijumpai bilamana terjadi kekhilafan 

Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa ha1 dapat dibatalkan. 

Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa kata sepakat mungkin pula diberikan 

karena penipuan, paksaan atau kekerasan. Dalam keadaan inipun mungkin 

diadakan pembatalan oleh Pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang 

berkepentingan. 

Mariam Daruz Badrulzaman memberikan pengertian sepakat sebagai 

persyaratan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar 

47 A. Qirorn Syarnsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Per-njian Beserta 
Perkembangannya, Liberty, Yogya karta, 1985, hlm. 9. 



pihak-pihak. Pemyataan pihak yang menawarkan dinmakan tawaran (offerte). 

Pemyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). 

Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya pe rjanjian antar pihak. Mengenai ha1 ini 

ada beberapa ajaran yaitu :48 

a. Teori Kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada 

saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan 

surai. 

b. Teori Pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi 

pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima 

tawaran. 

c. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak yang 

menawarkan seharusnya sudah mengetahuinya bahwa tawarannya diterima 

d. Teori Kepercayaan (vertrowenstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan itu 

terjadi pada saat pemyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak 

yang menawarkan. 

Ada beberapa cara mengemukakan kehendak menurut J. Satrio, yakni :49 

a. Secara tegas ; 

1) Secara tertulis : bisa dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. 

2) Secara lisan 

3) Dengantanda 

b. Secara dim-dim. 

48 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 24. 
49 J. Satrio, 0p.Cit. 183. 



Adanya kesepakatan memberikan kepastian antara para pihak di 

dalam perjanjian yang diadakan. Daya mengikat perjanjian dilegitimasi atas dasar 

pertirnbangan tersebut dilandaskan pada kesepakatan Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga pada 

prinsipnya bahwa dengan sebuah persetujuan, orang menciptakan sebuah 

kewajiban hukurn dan yang membuat perjanjian terikat pada janji-janji 

kontralctualnya dan harus memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya 50 

Ad.2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian 

Didalam KUHPerdata Pasal 1328 disebutkan bahwa setiap orang 

adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-undang tidak 

dinyatakan tidak cakap. 

Adanya kecakapan ini diperlukan mengingat bahwa orang yang 

membuat suatu perjanjian itu nantinya akan terikat, oleh karena itu ia harus 

mampu untuk menginsafi benar-benar akan tanggung jawab atas perbu-ya itu 

dan ia harus sungguh-sungguh bebas atas harta kekayaannya5' 

KUHPerdata tidak mengatur lebih lanjut mengenai siapa saja yang 

cakap bertindak. Dalarn Pasal 1330 KLWerdata hanya menyebutkan siapa yang 

tidak cakap untuk membuat perikatan adalah : 

a. Orang-orang yang belum dewasa 

50 Soedjono Dirdjosisworo, Misten Dibalik Kontrak Bermasalah, Mandar Maju, 
Bandung, 2002, hlrn. 20. 

51 R. Subekti, 0p.Cit. hlrn. 18. 



b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan 

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-ha1 yang telah ditetapkan oleh undang- 

undang dan pada umumnya semua membuat persetujuan-persetujuan tersebut. 

Mengenai orang-orang yang belum dewasa telah ditentukan dalam 

Pasal 1330 KUHPerdata yang menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka 

yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak lebih dahulu telah 

kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua 

puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum 

d e ~ a s a ~ ~  

Dari sudut keadilan bahwa orang yang mernbuat suatu perjanjian 

nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, seyogyanya mempunyai cukup 

kemampuan untuk mengkafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya 

dengan perbuatan itu. Sedangkan dari sudut ketertiban umum, karena yang 

membuat suatu pe janjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang 

tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan 

harta kekayaannya. 

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsafi tanggung 

jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian Orang yang 

ditaruh dibawah pengampunan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang 

belum dewasa yang harus diwakili oleh orang tua atau walulnya, maka seorang 

dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwaluli oleh pengampu 

atau kuratomya 53 

52 Purwahid Patrik, 0p.Cit hlrn. 62. 
53 Subekti, Loc.cit. hlrn. 



Secara sepintas, dengan rumusan "pokok perjanjian berupa barang 

yang telah ditentukan jenisnya" tampak KZTHPerdata hanya menekankan pada 

perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun demikian jika 

diperhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan bahwa apapun 

jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu 

atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUHPerdata hendak menjelaskan, bahwa semua 

jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu 

kebendaan yang t e r t e n t ~ . ~ ~  

Menurut Pasal 1332 KUHPerdata suatu pokok persetujuan harus 

mempunyai sebagai suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah 

menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jurnlah itu 

terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. 

Disamping itu menurut Pasal 1334 KUHPerdata benda atau barang- 

barang yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat dijadikan objek perjanjian, 

tetapi mengenai ketentuan-ketentuan tersebut ada pengecualiannya, yaitu barang 

yang akan ada dikemudian hari dalam bentuk warisan itu belum jatuh meluang. 

Selain itu barang yang baru akan ada dikemudian hari tidak boleh 

dijadikan obyek hibah. Apabila ha1 ini terjadi maka berakibat perjanjian tersebut 

batal. Pengecualian-pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 1334 ayat 2 dan 

Pasall667 KUHPerdata. 

54 Ibid. 



Ad.4. Adanya sebab yang halal 

Maksud dari sebab atau causa disini, menurut Achmad Ichsan, ialah 

apa yang menjadi isi nurani dari pihak-pihak dalam persetujuan tersebut, 

maksudnya motif dari persetujuan atas dasar mana pihak yang bersangkutan 

menghendaki persetujuan itu. 55 

Kalau kita telaah pengertian yang diberikan oleh Achmad Ichsan 

tersebut, sabab kausa dari perjanjian itu dititikberatkan pada motif atau sebab 

alasan sudah jelas barulah persetujuan tersebut dapat dilaksanakan. 

Subekti mengartikan sebab atau kausa itu adalah maksud dan tujuan 

dari perjanjian itu. Jadi, yang dititikberatkan adalah perbuatan dari para pihak 

tersebut, bukan motif yang mendorong para pihak membuat persetujuan itu. 

Pengertian sebab atau causa yang diartikan oleh Subekti, lebih sesuai dengan 

pengertian sebab atau causa yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

Terutama, syarat keempat untuk suatu perjanjian yaitu sebab yang halal, 

dinyatakan di dalam Undang-undang tidak peduli apa yang mendorong orang itu 

membuat perjanjian, tetapi yang diperhatikan hanyalah tindakan dari orang-orang 

tersebut. Yang dimaksud dengan sebab atau causa yang halal adalah isi dari 

perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau undang-undang.56 

2. Penipuan dalam Perjanjian 

Dalam praktek ' sering kita temui perjanjian yang tirnbul dari 

kesepakatan yang mengandung penipuan. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata suatu 

55 Achmad Ichsan, Hukum Perdato AB, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 19. 
56 R. Subeki, 0p.Cit. him. 137. 



kesepakatan mengandung cacat hukum (wzlsgberek) jika kesepakatan tersebut 

dibuat berdasarkan: 

1. Paksaan (dwang). 

2. Kekhilafan (dwallzng). 

3. Penipuan (bedrog) 

Kehendak kedua belah pihak dalam pe rjanjian haruslah kehendak 

yang mumi, bebas dan dinyatakan dalam suasana yang bebas pula.57 Akan tetapi 

ada kalanya kata sepakat tersebut tidak tercapai dengan kehendak yang mumi dari 

masing-masing pihak, kehendaknya mungkin sengaja diselewengkan kearah lain 

atau diberikan dalam suasana tidak bebas. 

Menurut Pasal 1321 KUHPerdata, cacat kehendak dalam perjanjian 

dapat disebabkan karena adanya paksaan (hang),  kekhilafan (dwallzng) dan 

penipuan (bedrog). Dalam perkembangan labih lanj ut, kita mengenal bentuk 

cacat kehendak yang lain yaitu kehendak yang muncul karena penyalahgunaan 

keadaan. 58 

a Paksaan ( h a n g )  

Menurut Pasal 1324 KUHPerdata, paksaan terj adi apabila perbuatan 

itu sedernikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berfikiran sehat 

dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut 

57 J. Satrio. 0p.Ci t .  hlm. 267 
58 Ibid. hlm 268 



bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan 

nyata. 

Paksaan adalah kekuasaan jasrnani atau ancaman dengan sesuatu 

yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan sehingga ia membuat 

pe rjanjian Disini paksaan tersebut hams benar-benar menimbulkan ketakutan 

bagi yang menerirna paksaan.59 

Paksaan bisa berbentuk tindakan fisik maupun ancaman. Paksaan 

secara fisik rnisalnya orang yang dipegang tangannya oleh orang yang lebih kuat 

untuk menandatangi surat pengakuan hutang. Sedang ancaman harus dilakukan 

dengan alat yang diperbolehkan. Ancaman yang dilakukan dengan upaya-upaya 

hukurn adalah diperbolehkan, kalau tujuannya tidak merugikan orang yang 

dipaksa. Misalnya akan dibatalkannya pe rjanjian kalau ingkar janji6' 

b. Kehlafan (dwalling) 

Kesesatan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf 

tentang hal-hal yang pokok daripada yang diperjanjikan atau tentang syarat yang 

penting dari barang yang menjadi obyek pe rjanjian atau mengenai orang dengan 

siapa saja pe rjanjian itu dilakukan. Kekhilafan itu hams sedemikian rupa, hingga 

seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal tersebut, ia tidak akan 

memberikan persetujuannya61 

59 Mariam Darus Badrul zarnan, et.al. Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya 
Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 65. 

60 Puwahid Patrik. 0p.Cit. hlm. 60. 
61 Mariam Darus Badrulzarnan, 0p.Cit. hlm. 65. 



Mengenai hakekat suatu benda dapat pula mengenai barang-barang 

yang tidak berujud. Selain harus ada hakekat dari suatu benda dalam kekhilafan 

juga kekhilafan itu hams memenuhi syarat dapat diketahui pihak lain : 

1. "Dapat diketahui" (kenbaarheid) artinya bahwa pihak lawan mengetahui atau 

seharusnya mengetahui sebagai manusia yang normal bahwa telah terjadi 

kekhilafan. Penjual barang antik mengetahui bahwa pembeli menghendaki 

barang antik bukan yang lain. 

2. Syarat lain dalam kekhilafan ialah "dapat dimaaflcan" (verschoonbaarheit) 

yaitu kekhilafan tidak dapat dimintakan kalau orang yang meminta itu 

berdasarkan atas k e b ~ d o h a n n ~ a ~ ~  

Kekhilafan hanya mungkin terhadap sifat-sifat yang pada waktu 

membuat perjanjian sudah ada atau sehanrsnya sudah ada dan tidak dapat 

mengenai sifat-sifat yang akan ada dikemudian hari, misalnya menurut rencana 

kota, daerah itu akan dibangun pertokoan bary orang yang membeli tanah untuk 

dibangun toko, tapi sekonyong-konyong rencana itu dibatalkan oleh pemerintah 

daerah, pembeli tanah tidak dapat mengemukakan kekh i l ah r~ .~~  

c. Penipuan Pedro@ 

Penipuan sesuai Pasal 1328 KLIHPerdata mengatakan64 merupakan 

suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai 

oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang 

lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat". 

62 Purwahid Patrik,Op. Cit.hlm.59 
63 Ibid. hl m. 59. 
64 http://www.legalitas.org. 



"Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan hams 
dibuktikan". 65 

Pengertian penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata menurut 

~ u a d ~ ~ ~  '"yg dimaksud dengan penipuan dalam suatu kontrak adalah suatu tipu 

muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain 

dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu 

muslihat tersebut, pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang 

bersangkutan. " 

Menurut R ~ e t i a w a n ~ ~  penipuan adalah suatu usaha yang 

dilaksanakan secara sengaja, dengan jalan tipu muslihat untuk menimbulkan 

kesesatan kepada pihak yang lain Penipuan merupakan perilaku atau tindakan 

membiarkan dengan maksud untuk menyesatkan pihak lain. 

Penipuan menurut RM. ~ u r ~ o c l i n i n ~ r a t ~ ~  "Penipuan adalah perbuatan 

pihak yang satu mengarahkan kemauan pihak lainya ke jalan yang salah". Dengan 

dernikian didalam penipuan ini yang ditekankan adalah akibat dari perbuatan itu 

telah terjadi, yaitu dengan dibuatnya perjanjian antara para pihak karena adanya 

tipu muslihat, sehingga pihak yang satu tertarik akan pemyataan-pernyataan dari 

pihak yang lain, padahal pemyataan-pemyataan itu tidak benar. Apabila akibat 

dari perbuatan itu belum terjadi maka, maka perbuatan itu tidak dapat disebut 

sebagai penipuan, melainkan hanya dapat disebut sebagai suatu kebohongan 

(pembualan) semata-rnata, dan jika kebohongan itu diketahui pihak lainya itu 

65 http://www.hukurnonline.corn. 
66 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dan Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya, 

Bandung, 2001, him. 36. 
67 R. Setiawan, Op.Cit, hlrn. 49. 
68 R.M. Suryodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, 1978, 

hlm.112. 



sebagai pernyataan tidak benar, rnaka pihak tersebut tidak terbujuk untuk 

membuat perjanjian. 

Penipuan terjadi bilamana kehendak dan pernyataan satu sama lain 

berkesesuaian, tetapi kehendak salah satu pihak dengan sengaja melalui kehendak 

d m  pengetahuannya memunculkan kesesatan pada orang lain6' 

R Subekti mengatakan bahwa penipuan terjadi apabila suatu pihak 

dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan- 

kelicikan sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan peri~inan.~' 

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan 

keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat 

untuk membujuk pihak lawannya memberikan keinginan, pihak yang menipu 

bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya71 

Perjanjian yang dilakukan dengan penipuan dapat dibatalkan 

Bedanya dengan paksaan ialah ia sadar bahwa kehendaknya itu tidak 

dikehendaki, bahwa orang tidak menghendaki tetapi ia hams mau, sedangkan 

dalam penipuan kehendaknya itu keliru dernikian pula kesesatan/kekhilafan. 

Dalam ha1 perjanjian yang didalamnya terjadi penipuan haruslah 

dikaji secara mendalatn, perbuatan penipuan sesuai dengan pendapat J. Satrio 

bahwa ada tipu muslihat (kunstgrepen), sehingga sudah terang, bahwa bohong 

saja belum cukup untuk adanya penipuan72 

69 Herlin Budiono, Kurnpulan Tulisan Hukurn Perdata Di Bidang Kenotanatan, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 373. 

70 Subekti, Hukurn Perjanjian, Pembimbing Masa, Jakarta, 1980, hlm. 1. 
71 R. Subekti, Hukurn Perjanjian. 0p.Cit. 1979. Hlm. 24 
72 J. Satrio. Hukurn Perikatan ... buku I. 0p.Cit. hlm. 355. 



Dalam kasus perbuatan penipuan (bedrog) kita tidak melihat 

perrnasalahan itu pada persyaratan standar yang sesunggguhnya tetapi lebih 

utama terletak pada isi kontrak, apakah kontrak sama sesuai dengan kesepakatan 

awal atau tidak. 

Maka dari itu sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdata, dengan tegas 

mengatakan bahwa "penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian" 73 

Pada Pasal 1328 KUHperdata ayat 2 ditentukan bahwa "penipuan 

tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan". Mengenai hal ini J. Hardjawidjaja 

berpendapat bahwa ;74 Pembuktian mengenai adanya penipuan dibebankan 

kepada pihak yang merasa ditipu. Dia hams dapat memberikan alasan-alasan 

yang dapat diterima oleh hakim bahwa karena penipuan dia telah tergerak untuk 

mengadakan perjanjian. Hal ini merupakan penilaian dari fakta-fakta yang 

diserahkan kepada kebijaksanaan pengadilan dan hams ditetapkan dari kasus ke 

kasus. " 

Pada Pasal 1328 KUHPerdata ini dalam hal pembuktiannya hams 

d q a t  dibuktikan bahwa hal itu benar-benar merupakan penipuan dan merupakan 

tipu muslihat dari pertamanya Untuk membuktikan hal itu diperlukan suatu 

analisis yang tajam dan alasan yang kuat sehingga tidak terjerumus terhadap 

kelemahan dari perjanjian itu sendiri dimana pihak yang dirugikanpun sebenarnya 

sudah tahu bahwa perjanjian tersebut adalah melanggar h u k u ~ n . ~ ~  

73 Ibid, hlm. 350. 
74 http://digilib.ubaya.ac.id/skripsi/hukum/PE.815 .../ PE-815-Bab%2011.pdf. 

hlrn.25. 
75 http://~oldencontract.blo~spot.com/2008/03/pem berian 



Dalam ha1 pembuktian tentang penipuan R. Wirjono Prodjodikoro 

berpendapat bahwa : lazirnnya dianggap bahwa satu macam pembohongan saja 

tidaklah cukup untuk adanya penipuan ini, melainkan hams ada suatu rangkaian 

pembohongan yang dalam hubungannya satu dengan yang lain merupakan suatu 

tipu muslihat. Tetapi kalau hanya ada satu pembohongan, pembatalan persetujuan 

dapat dituntut dengan alasan kekhilafan (h~alin~).~~ 

Beberapa syarat harus dipenuhi agar suatu penipum dalzm kontrzk 

dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak :77 

1. Penipuan hams mengenai fakta substansial ; 

Penipuan yang dilakukan hams mengenai fakta substansial. Jadi, 

misalnya bila seseorang penjual mobil second hand mengatakan bahwa mobil 

yang dijualnya dalam keadaan baik, tapi temyata setelah dibeli oleh seorang 

pembeli, mobil tersebut ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Alasan ini tidak 

cukup menjadi alasan pembatalan karena keadaan baik yang disebut penjual 

sangat relatif sifatnya dan hal ini bukan merupakan fakta substansial, tapi lebih 

mengarah pada sebuah pendapat. 

Berbeda halnya jika seorang penjual mengatakan menjual suatu 

barang yang berasal dari luar negeri dengan menunjukkan swat-surat yang 

dipalsukan. Sebenarnya barang tersebut adalah barang dalam negeri. Alasan ini 

dapat dijadikan sebagai alasan membatalkan kontrak, unsur penipuan yang 

dilakukan oleh penjual dalam ha1 ini menyangkut masalah fakta substansial. 

76 R.Wirjono Prodjodikoro, Hokum Perdata Tentang Penetujuan-penetujuan 
Tertentu, Ctk.Pertama, Sumur, Bandung, 1981, hlm. hlm. 34-36. 

77 Htt~://Ocw.usu.ac.id/ ... /Kn.S08,hukum kontrak-bisnis- asas-asas dalam hukum 
kontrak.pdf. 



2. Pihak yang menandatangani kontrak berpegang pada fakta substansial yang 

ditipu tersebut. 

3. Penipuan juga termasuk nondiscEosure; 

Penipuan yang sifatnya nondisclosure ini sifatnya merahasiakan 

suatu falcta atau informasi substansial. Misalnya bila seorang penjual 

mengetahui bahwa pembeli mencari barang b q  tetapi dia diam saja ketika ia 

memberikan barang separuh pakai pada pembeli tersebut. 

4. Penipuan juga termasuk kebenaran sebagian (half truth); 

Penipuan jenis ini adalah dengan cara tidak memberitahukan 

sebagian informasi substansial sedangkan sebagian lagi diberitahukaq sehingga 

pemberian informasi seperti ini bisa menyesatkan (misleading). 

5. Penipuan d engan perbuatan 

Misalnya seorang menjual mobil bekas Taxi, sebelum mobil tersebut 

dijual, penjual tadi merubah swat-swat Taxi tersebut sehingga kelihatan tidak 

seperti mobil Taxi. Jika dalam keadaan normal pembeli mengetahui fakta 

bahwa mobil ini adalah bekas Taxi, maka dia tidak akan membeli mobil 

tersebut. 

Kesimpulannya adalah penipuan terjadi apabila salah satu plhak 

dengan sengaja mernberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar dengan 

disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya agar memberikan 

persetujuan yang dilakukan dalam satu rangkaian kebohongan yang bisa 

dibuktikan secara terang dan nyata 



d. Penyalahgunaan Keadaan 

Cacat kehendak yang keempat dan merupakan perkembangan adalah 

menyalahgunakan keadaan seperti orang Inggris menyatakan Undue Inji'uence. 

Kebanyakan penulis Belanda menghendaki agar HR mengakui penyalahgunaan 

keadaan sebagai cacat kehendak yang keempat berdasarkan analog dari paksaan, 

kekhilafan dan penipuan. 

Pengertian Perjanjian Jual Beli serta Hak dan Kewajiban Para Pihak 

M e n u t  Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik 

atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijar~jikan.~~ 

Adapun yang dijanjikan oleh pihak yang satu (p~hak penjual), 

menyerahkan atau memindahkan hak rniliknya atas barang yang ditawarkan, 

sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah 

disetujuinya Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, 

namun sudah semestinya bahwa 'harga' ini harus berupa sejurnlah uang, karena 

bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang 

terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter. 

Selanjutnya yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli 

adalah hak atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. 

Adapun yang harus dilakukan adalah "penyerahan" atau levering yuridis, dan 

78 Hartono Soerjopratik0,Aneka Perjonjian Jual Beli, Seksi Notariat, Fakultas 
Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, him. f 



sebagaimana sudah diketahui, maka menilik rnacam-macamnya barang, menurut 

Hukum Perdata ada tiga macam penyerahan yuridis itu:79 

1. Penyerahan barang bergerak 

2. Penyerahan barang tidak bergerak dan 

3. Penyerahan piutang atas nama yang masing-masing cara-caranya sendiri, 

maka: 

a penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau 

menyerahkan kekuasaan atas barangnya ( Pasal 612 Kitab UNdang-undang 

Hukum Perdata). 

b. penyerahan barang tak bergerak terjadi dengan pengutipan sebuah "aka 

transport" dalam register tanah didepan Pegawai Balik Nama (Ordonansi 

Balik Nama L.N 1 834-27). Sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria 

(Undang-undang No. 5 tahun 1960) dengan pembuatan aktanya j ual-beli oleh 

Pej abat Pernbuat Akta Tanah (P.P. A T) berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

c. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan sebuah akta 

yang diberitahukan kepada si berutang (akta cessie : Pasal613 KUPerdata). 

Jual beli adalah perjanjian konsensuil, artinya, jual beli tersebut sudah 

dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai 

kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli 

mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia) yaitu barang dan harga, biarpun 

jual beli mengenai barang yang bergerak. Sifat konsensuil jual beli ini 

79 Subekti, Hukum Peqanjian, 0p.cit. hlm. 79. 



ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi, "Jual beli dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang 

dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum 

di bayar. 80 

Perjanjian jual beli tennasuk dalam perjanjian khusus, yaitu 

perjanjian dengan nama fioerwemda oveerenkomst) didalam KUHPerdata diatur 

dalam Buku DI Bab V Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Mengenai 

pengertian dari pada perjanjian jual beli dapat dijumpai baik dalam perundang- 

undangan yang mengaturnya maupun didalam ilmu hukum yaitu pendapat para 

sarjana yang terkenal. 

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah "suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

telah dijanjikan". 

Dari Pasal 1457 KUHPerdata ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing 

pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang dibuatnya. 

Misalnya, si penjual wajib menyerahkan barang yang telah dijualnya dan 

sekaligus ia berhak pula atas pembayaran yang diberikan si pembeli. 

Pembeli wajib membayar harga barang yang diterimanya dari si 

penjual dan sekaligus pula ia berhak atas barang yang diserahkan oleh si penjual 

tadi. Selanjutnya perjanjian jual beli menurut Subekti adalah pqanjian timbal 

balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak 



milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk 

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan 

hak milik tersebut." 

Perjanjian jual beli terjadi sejak adanya kata sepakat mengenai harga 

dan barang, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. 

Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dalam kata "setuju". Sifat konsuil dari 

jual beli tersebut dapat dilihat pada Pasal 1458 KUHPerdata, yang berbunyi : 

Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika 

setelah mereka mempunyai kata sepakat tentang kebendaan tersebut, meslcipun 

kebendaan itu belum diserahkan, rnaupun harganya belum dibayar. 

Dari pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk terjadinya 

jual beli, cukup apabila kedua belah pihak telah terjadi kata sepakat mengenai 

barang dan harga 

Pasal 1457 KUHPerdata menentukan bahwa jual beli adalah suatu 

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, pihak yang lain untuk membayar harga yang 

telah dijanjikan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdata teresebut 

maka perbuatan jual beli menunjukan bahwa dari satu pihak perbuatan 

dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. 82 

Istilah jual beli tersebut mencakup 2 (dua) perbuatan yang bertimbal 

balik sebagaimana istilah bahasa Belanda koop en verkoop yang juga 

81 Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 13. 
82 Ibid. hlrn. 14. 



mengadung pengertian bahwa pihak yang satu melakukan perbuatan "menjual" 

(verkoop) dan pihak yang lain melakukan perbuatan "membeli" (koop). 

Selanjutnya Pasal145 8 KUHPerdata menentukan bahwa jual beli itu 

dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang 

ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun 

kebendaan itu belurn disesuaikan, maupun harganya belum dibayar. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 

1458 KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli itu 

dilakukan oleh 2 (dm) pihak dan masing-masing bertindak sebagai penjual dan 

pembeli. Jadi dengan demikian yang bertindak sebagai para pihak dalam 

pe rjanjian jual beli adalah : 

1. Penjual, adalah pihak yang berjanji/mengikatkan diri untuk menyerahkan 

suatu kebendaan 

2. Pembeli, adalah pihak yang berjanjilmengikatkan diri untuk membayar 

harga yang telah dijanj ikan. 

Masing-masing pihak dalam pe rjanjian jual beli tersebut mempunyai 

hak dan kewajiban yang sama dan bertimbal balik. Artinya kewajiban pihak 

penjual merupakan hak bagi pihak pembeli dan kewajiban pihak pembeli 

merupakan hak bagi pihak penjual. 

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan, bahwa maksud dari 

pejanjian jual be5 adalah memindahkan hak milik atas suatu barang aht; benda 

dari penjual kepada pembeli, demikian pula sebaliknya si pembeli membayar 

sejumlah uang tertentu kepada si penjual. Hal ini terjadi setelah ada kata sepakat 

mengenai barang maupun harganya 



Kesepakatan inilah yang mengikat kedua belah pihak, sehingga 

timbul hak dan kewajiban yang hams dilaksanakan, sebagai berikut ; 

1. Kewajiban Penjual 

Di dalam Pasal 1474 KUHPerdata disitu dinyatakan bahwa yang 

menjad kewajiban penjual barang adalah menyerahkan barang dan 

menanggungny a 

Untuk lebih jelasnya disini akan dijelaskan kewajiban yang utama 

dari penjual itu ada 3 (tiga) macam antara lain, yaitu :83 

1. Menyerahkan hak miliknya atas barang atau benda kepada pembeli 

2. Menanggung atau menjamin pembeli untuk menikrnati barangnya secara 

tentram dan damai. 

3. Menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. 

Ad. 1. Menverahkan hak miliknva atas barang atau benda kepada pembeli 

Sebagaimana diketahui, perjanjian jual beli menurut hukum perdata 

menganut sistem "obligatoire", artinya perjanjian jual beli baru menimbulkan hak 

dan kewajiban, dimana kewajiban penjual untuk menyerahkan hak milik itu 

kepada pembeli dengan imbalan penjual memperoleh sejurnlah uang tertentu dari 

pembeli. Hal mana merupakan kewajiban dari pembeli yang sebagai imbalannya 

pembeli memperoleh hak untuk mengikat penyerahan hak milik atas barang yang 

telah dibelinya. Dengan perkatam lain, perjanjian jual beli belum memindahkan 



hak milik atas benda, hak milik baru berpindah ketangan pembeli setelah adanya 

penyerahan yang disebut levering. 

Mengenai kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya, undang- 

undang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan adalah suatu 

pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli 

(pasal 1457 KUHPerdata). 

Penyerahan @evering;) menurut Hukum Perdata Barat merupakan 

zakeelijk overeenkornst, yang artinya penyerahan hak milik atas benda perlu 

perjanjian baru bang kedua), karena penyerahan merupakan salah satu cara untuk 

memperoleh hak milik seperti yang disebut dalam Pasal 864 KUHperdata Perlu 

diketahui disini, bahwa Pasal 854 KUHPerdata tersebut menganut apa yang 

dinamakan "system causa", yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya 

suatu penyerahan (levering) itu pada 2 (dua) syarat, yaitu : 

a. Sahnya titel yang menjadi dasar penyerahan. 

b. Dilakukan oleh orang yang berhak melakukan jual beli 

Selanjutnya yang dirnaksud dengan titel disini ialah perjanjian 

obligatoir yang menjadi dasar penyerahan @everin@. Misalnya, jual belinya, 

tukar menukar atau hibahnya Adapun orang yang berhak melakukan jual beli 

adalah pemilik barang atau sendiri atau orang yang diberi kuasa olehnya 

Dengan demikian apabila titel tersebut tidak sah, maka penyerahan 

hak ,.nilik dimggzp tidak pemah tejadi atau ada. Begitu pula halnya zpabilz 

orang yang memindahkan hak milik itu temyata tidak berhak atas barangnya 

maupun orang yang secara khusus dikuasakan olehnya 



Subekti, menyatakan :"Kewajiban menyerahkan hak rnilik meliputi 

perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas 

barang yang dipqualbelikan itu dari sipenjual kepada si pembeli". 84 

Jadi dengan adanya perjanjian jual beli saja menurut KUHPerdata, 

haknya atas barang yang bersangkutan belum berpindah, tetapi terlebih dahulu 

dilakukan penyerahan (levering). Dimana penyerahan (levering) tersebut untuk 

barang-barang bergerak dilakukan dengan cara dari tangan ke tangan, sedangkan 

untuk barang tidak bergerak misalnya tanah, menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 penyerahan terjadi saat dibuatnya akte oleh dan 

dihadapan PPAT.'~ 

Sifat obligatoire tersebut terlihat dalam Pasal 1459 KLTHPerdata 

(seperti telah disingung pada pembahasan yang lalu), yaitu bahwa hak rnilik atas 

benda atau barang yang dijual tidak berpindah selama penyerahan belum 

dilakukan menurut Pasal6 12,6 13, dan 6 16 KUHPerdata 

Dari Pasal tersebut di atas, maka suatu penyerahan mempunyai 

hubungan dengan 3 (tiga) jenis benda, yaitu : 

a Benda bergerak 

b. Bendatetap 

c. Piutang atas nama dan hak-hak lain. 

84 Ibid, hlm. 21 
85 /bid, hlm. 22 



Ad. 2. Menanrzgung atau meniamin vembeli untuk menikmati baranm~a secara 

tentram dan darnai. 

Jika kewaj iban penjual untuk meny erahkan barang kepada pembeli 

teIah selesai, maka muncul kewajiban pokok yang kedua yaitu menanggung atau 

menjamin pembeli untuk menilanati barangnya secara tentram dan damai. 

Kewajiban itu timbul apabila :86 

a Pembeli karena suatu gugatan dari pihak ketiga, dengan putusan hakim 

dlhukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagan barang yang dibelinya 

kepada orang pihak ketiga, 

b. Ada seorang yang membantah hak rnilik sipenjual atas barang yang telah 

dibelinya 

Ad. 3. Menanarmng. atau menlamin tidak ada cacat-cacat vang: tersembunyi 

Kewa. iban yang telah berakhir yang dibebankan kepada penjual oleh 

undang-undang ialah menanggung atau menjamin tidak ada cacat-cacat yang 

tersembunyi. Mengetahui kewajiban menanggung ini oleh undang-undang diatur 

dalam Pasal 1504 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa si penjual yang 

membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan 

atau mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui 

cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan 

membelinya selain dengan harga yang kurang. 

lbid hlrn. 28 



Dari bunyi pasal tersebut terlihat, bahwa si penjual tidak diwajibkan 

menanggung cacat-cacat yang kelihatan Karena cacat itu kelihatan dapat 

dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat tersebut. Hal ini si penjual 

diwajibkan menanggung terhadap adanya cacat yang tersembunyi, artinya adalah 

merupakan suatu kehmsan yang dibebankan oleh undang-undang bagi si penjual 

untuk menjamin atau menanggung barang atau benda yang dijual, walaupun ia 

sendiri tidak mengetahuinya kecuali sebelumnya telah dijanjikan mengenai ha1 

tersebut. Dalam praktek sehari-hari biasanya si penjual memperjanjikan jika 

kernudian barang atau benda yang dijualnya itu terdapat cacat yang ia sendiri 

sebelumnya tidak mengetahuinya, maka barang tersebut dapat dikembalikan atau 

ditukar." 

Mengenai cacat yang kelihatan seperti yang telah diljelaskan diatas 

RWirjono Prodjodikoro, berpendapat ; "Bahwa istilah kelihatan h a s  diartikan 

secara luas, yaitu meliputi juga kemungkinan diraba seperti rnisalnya barang 

tenunan dan meliputi kemungkinan didengarkannya bunyinya seperti alat musik 

atau didengarnya suara mesin motor".88 

Tentang cacat yang tersembunyi ini Subekti, berpendapat ; 

"Mengenai cacat tersembunyi hams diartikan bahwa cacat itu tidak 

mudah dapat dilihat oleh pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang 

terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan 

mmemukan cacat itu".'' 

87 Ibid, hlm. 31 
88 R. Wlrjono Prodjodikoro, 0p .c i t  hlm 30 

Subekti, Aneka Perjonjicin, Op.cit. hlm. 32 



Jika dilihat timbulnya cacat itu sendiri, tidak munglun sebagai 

manusia normal mengetahui cacat yang tersembunyi dari barang yang demikian. 

Kecuali manusia yang terlampau teliti. Hal dernikian di luar pengetahuan kedua 

belah pihak, baik penjual maupun pembeli. 

Oleh karena itu perlu diadakan pembedaan antara penjual yang 

beriktikad baik dengan penjual yang beriktikad tidak baik. Letak perbedaan 

antara penjual yang beriktikad baik dengan penjual yang beriktikad buruk adalah 

sanksi dari hukurnnya, dirnana penjual yang beriktikad baik ganti ruginya lebih 

kecil (ringan) bila dibandingkan dengan penjual yang beriktikad buruk. 

Pada kenyataannya sangatlah sulit untuk mengetahui mana penjual 

yang beriktikad baik dengan mana penjual yang beriktikad buruk, lebih-lebih 

pada zaman modem seperti sekarang ini, dimana penjual selalu berusaha 

bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak 

mernpedulikan kepentingan para konsurnennya. Jadi dalam ha1 . ini jelas pihak 

pembeli lebih banyak dirugikan dan biasannya dalam setiap perjanjian jual beli 

telah dibuat suatu ketentuan yang sedemikian rupa sehingga lebih 

menguntungkan pihak penjual, karena memang ketentuan-ketentuan tersebut pada 

kenyataannya selalu dibuat oleh salah satu pihak saja, yaitu pihak penjual. 

Karenanya tidaklah mengherankan pennintaan pembatalan atau pernutusan dan 

penggantian kerugian dari pihak pembeli yang disebabkan adanya cacat yang 

+ors ,, embmyi ini smgat jarang terjadi bahkm bisa dikakkan tidak p e m l  ada 

Kirany a ini perlu mendapat perhatian dari yang berk~rn~eten.~' 

Ibid. him. 32 



Masih membahas cacat yang tersembunyi tentang cacat yang 

tersembunyi, undang-undang memberikan penjelasan mengenai cacat 

tersembunyi tersebut. Cacat tersembunyi maksudnya adalah keadaan suatu barang 

atau benda Keadaan suatu barang atau benda ini dapat dibagi atas 2 (dua) 

pengertian, yaitu : 

a. Keadaan barang, dimana barang itu tidak dapat dipakai 

b. Keadaan barang yang mengurangi pemakaian. 

2. Kewajiban Pembeli 

Undang-undang menetapkan secara tegas dalam Pasal 1513 

KUHPerdata bahwa sebagai kewajiban yang utama dari si pembeli adalah 

membayar harga pembelian barang yang telah dibelinya pada waktu yang telah 

ditentukan didalam perjanjian 

Dengan demikian kewajiban yang utama dari si pembeli adalah 

membayar harga barang yang mana telah disepakati bersama Harga barang itu 

hams ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun diperkenankan untuk 

menyertakan kepada perkiraan pihak ketiga. Dalarn hal yang demikian maka jika 

pihak ketiga ini tidak suka atau tidak marnpu membuat perlaraan tersebut, maka 

tidaklah menjadi suatu pembelian (Pasal 1465 KUHPerdata). 

Hal ini berarti bahwa perjanjian jual beli yang harganya harus 

ditetapkan oleh pihak ketiga itu pada hakekatnya adalah s u d  perjanjian dengan 

suatu syarat tang& karena perjanjiannya oleh orang pihak ketiga tersebut. 

Pasal 1514 KLWerdata menentukan tentang tempat dan waktu dari 

pembayaran itu, bahwa pembayaran harus dilakukan dimana dan pada waktu 

bwan,rmya ham diserahkan oelh penjual kepada pembeli 



Dengan ini adalah terang bahwa pendirian pokok dari pembentuk 

KUHPerdata adalah bahwa dalam jual beli penyerahan barang dan pembayaran 

harganya pada hakekatnya harus dilakukan bersama-sama (kontan). 

3. Hak Penjual 

Pada Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli adalah 

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya uuntuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

telah dijanjikan. 

Sehingga dari isi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak 

penjual adalah menuntut pembayaran atas barang-barang yang telah diserahkan 

kepada pembeli. 

Bila si pembeli belum membayar harga barang pada tempatnya dan 

waktu yang telah ditetapkan atau disepakati bersama, sedangkan pembayaran 

merupakan syarat adanya suatu perjanjian secara timbal balik, maka oleh 

KUHPerdata ditentukan : 

a Penjual diperbolehkan untuk menahan penyerahan hak milik atas barang, 

kecuali jika penjual telah menyetujuinya untuk penundaan pembayaran 

tersebut (Pasal 1478 KUHPerdata). 

b. Jika barang bergerak sudah berada ditangan si pembeli, sedangkan si pembeli 

belum membayar harganya, maka penjual dapat menuntut agar barangnya 

dikembalikan. Penuntutan barang yang sudah berada di tangan pembeli atau 

tangan orang yang tidak berhak ini oleh hukum dikenal dengan hak reklame 

(Pasal 1145 KUHPerdnta). 



c. Penjual menuntut pembatalan perjanjian jual beli dengan atau tanpa ganti 

rugi, jika barang tersebut telah menghasilkan keuntungan (Pasal 1517 

KUHPerdata). 

4. Hak Pembeli 

Adapun yang menjadi hak pembeli adalah : 

a Hak untuk menangguhkan pembayaran harga pembelian. 

b. Hak untuk menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya (Pasal 1474 

KUHPerdata). 

c. Hak mendapatkan penangguhan atau jaminan atas benda atau barang (Pasal 

1419 KUHPerdata). 

E. Perjanjian Jual Beli Tanah 

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditentukan bahwa pengertian bumi 

meliputi permukaan bumi bang disebut tanah), tubuh bumi dibawahnya serta 

berada dibawah air. Jadi dengan demikian pengertian tanah meliputi permukaan 

bumi yang berada di daratan dan permukaan bumi yang berada dibawah air l a ~ t . ~ '  

Selanjutnya menurutu Karnus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 

tanah adalah lapisan permukaan atau lapisan bumi yang diatas sekaliY2 

-- -~ - - - 

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pem bentukan Undang- 
undang Pokok Agraria, Isi don Pelaksanaannya, Jilid 1,1999, hlm 6. 

92 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994 



Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan tanah adalah 

lapisan permukaan bumi yang berasa paling diatas. 

Jual beli tanah menurut UUPA pada hakikatnya merupakan peralihan 

hak milik atas tanah dari pemilik tanah (penjual) kepada pihaworang lain 

(pembeli) melalui jual beli. 

Pasal20 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih 

dan dialihkan kepada pihak lain. secara garis besar peralihan Hak Milik dapat 

terj adi karena : 

1. Adanya peristiwa hukum, rnisalnya pewarisan 

2. Adanya perbuatan hukum 

Pengertian dialihkan adalah perpindahan hak milik kepada pihak lain 

karena perbuatan hukum yang dilakukan dengan tujuan agar pihak yang 

bersangkutan memperoleh hak ter~ebut.'~ Perbuatan hukum disini antara lain 

seperti jual beli, tukar menukar dan pemisahan. 

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftarm Tanah menentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak 

milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 

data perusahaan dan perbuatan hulcum pernindahan hak lainnya, kecudi 

pernindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuk-hkan dengan 

akta yang dibuat oleh PPAT yang benvenang menurut ketentuan peraturan 

penmdmg-undangan yang berlaku. 

93 John Salindeho, Masolah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafi ka, Jakarta, 
1993, him. 37-38. 



Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah 

RI Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umurn yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 

Selanjutnya Pasal2 Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa : 

1. PPAT bertugas pokok melaksanzkm sebagim kegiatan pend&aran +a~zh 

dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu 

mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan 

duadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendafkran tanah yang 

diakibatkan oleh perbuatan hukurn itu. 

2. Perbuatan hukum tersebut adalah : 

a Jual beli 

b. Tukar menukar 

c. Hibah 

d. Pemasukan ke dalam Perusahaan 

e. Pembagian hak bersama 

f Pemberian Hak Guna Ban@ Hak Pakai atas tanah hak milik 

g. Pemberian Hak Tanggungan 

h. Pemberian Hak Kuasa membebankan Hak Tanggungan 

Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pendaftaran tanah tersebut meliput. : 



1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 

2. Pendaftaran hak-hak ats tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

3. Pemberian swat-swat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang hat. 

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Hak Milik atas 

tanah dan peralihannya sebagaimana diatur dalan Pasal23, Pasal32 dan Pasal38 

UUPA ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan dengan maksud 

agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya tersebut. Sedangkan 

ketentuan dalam Pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu 

intruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang 

bersifat "rechts kadester " artinya berfujuan menjamin kapastian hukum. 

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam UUPA tentang 

pendaftaran tanah, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah tersebut 

menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian swat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak miliknya atas 

s a h m  rumah susun serta hak-h& tertentu yang membebaninya 

Berdasarkan Pasal 19 ayat (19) Undang Undang Pokok Agraria, 

tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum 



kepada pemegang hak atas tanah. Adapun yang dimaksud dengan kepastian 

hukum disini adalah kepastian hukum dibidang pertanahan meliputi : 

1. Kepastian mengenai subjek hukum hak atas tanah (oranghidan hukum) 

2. Kepastian mengenai letak, batas ukurdluas tanah/kepastian mengenai 

obyek tanah. 

3. Kepastian mengenai status hak atas tanah yang menjadi Iandasan hubungan- 

hubungan hukum aqtara tar,& dengan orang~badan h u k u ~ . ~ ~  

Menurut Pasal3 Peraturan P e m e ~ t a h  Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftwan Tanah ditentukan bahwa pendafbran tanah 

bertujuan : 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemeganjj hak atas suatu bidang tanah, satuan rurnah susun dan hak-hak lain 

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pernegang hak yang bersangkutan. 

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalarn mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan'satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

3. Untuk terselenggaranya tertib administmi pertanahan. 

Pasal 19 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi 

pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

Penyelenggaaan pendaftarm tanah dilakukan baik secara sistrmatik maupun 

secara sporadik. 

94 R. Soeprapto, UUPA Daiarn Praktek, 1986, hlm. 332 



Ada beberapa cara proses jual beli tanah yang bisa dilakukan diantaranya :95 

1. Jual beli tanah sebagian denga bukti kepemilikan telah bersertifikat 

2. Jual beli tanah keseluruhan dengan bukti kepernilikan telah bersertifikat 

3. Jual beli tanah keseluruhan dengan bukti kepemilikan belum bersertifikat. 

Adapun penjelasan dari proses jual beli diatas sebagai berikut :96 

I. Jual beli tanah sebaaian unhrk tanah yann suhh  bersertifikat 

Bagi orang (calon pembeli) yang mempunyai uang pas-pasan kadang 

bingung bagaimana cara bisa memilildmembeli tanah padahal kepingin sekali 

untuk bisa merniliki tanah, kemudian ada orang (penjual) yang akan menjual 

tanahnya hanya sebagian Maka orang yang mempunyai uang pas-pasan (calon 

pembeli) tadi mampu untuk membeli tanah orang yang dijual sebagian 

Proses yang dilakukan antara para p~hak (penjual rnaupun pembeli) 

adalah rnembuat suatu ikatan jual beli, karena pihak pembeli sudah membayar 

lunas, begitu pula bagi penjual sudah menerima uang hasil penjualan tanah 

sebagian hanya karena proses administrsi belum dilaksanakan dikantor BPN. 

Proses balik nama di BPN belum bisa dilaksanakan karena untuk 

proses balik nama tanah sebagian tidak ada prosedurnyaJjual beli tanah sebagian 

Untuk itu proses yang dapat dilakukan adalah penjual mendaftarkan di BPN 

untuk pengukuran pengkaplingdpecah gambar menjadi 2 bagian sesuai dengan 

luas yang diingrnkan 

95 John Salindeho, Op. cit, hlm. 41 
96 lbid, hlm. 41-46 



Dari hasil pengukuran gambar tadi akan didapat surat ukur. Didalam 

swat ukur itu akan tertera luas tanah yang diinginkan, Nomor NIB, tanggal 

dikeluarkannya swat ukur serta gambarfbentuk tanah dan terlihat batas-batas 

tanah kepernilikan. Gunanya surat ukur adalah untuk penyebutan dalam &a jual 

belinya untuk untuk proses balik nama di BPN. 

Setelah swat ukur tadi selesai si penjual memberitahukan kepada 

pembeli kemudian bersama-sama datang di Kantor PPAT untuk melakukan 

penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Sebagian dihadapan PPAT. Dan sisanya 

dari yang dijual &an kembali keatas nama si pemilik/penjual. 

Kemudian proses selanjutnya adalah pendaftaran peralihan hak dari 

penjual kepada pembeli. Adapun syarat-syarat yang diajukan untuk proses 

peralihan hak di BPN adalah ; 

a. Swat Permohonan Peralihan Hak 

b. Surat ukur dan sertifikat yang dikaplingldipecah (sertif~kat induk) 

c. Fotocopy KTP penjual suarni dan istri 

d. Fotocopy KTP Pembeli suami dan istri 

e. Fotocopy PBB tahun terakhir 

f. Bukti setor bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

untuk pembeli. 

g. Bukii setor surat setoran pajak (SSP) untuk penjual apabila transaksinya 

lebih dari Rp.60 juta 

h. Surat pemyataan dari pembeli mengenai batas pernilikan tanah 



2. Proses jual belz tanah utuhkeseluruhan untuk tanah yann sudah bersertifikat. 

Proses transaksi jual beli tanah ini tidak jauh berbeda dengan jual beli 

tanah sebagian, karena yang dijual keseluruhan sehingga syarat-syarat dan 

prosesnya sama, hanya disini pihak penjual dan pembeli bersama-sama datang ke 

Kantor PPAT untuk tandatangan Akta Jual Beli tentunya dengan telah membawa 

persyaratan lengkap diantaranya: 

a. Surat Permohonan Peralihan Hak 

b. Bukti kepemilikan tanah (sertifikat) 

c. Fotocopy KTP penjual suami dan istri 

d. Fotocopy KTP Pembeli suami dan istri 

e. Bukti setor bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

untuk pernbeli. 

f. Bukti setor surat setoran pajak (SSP) untuk penjuai 

g. Surat pernyataan dari pembeli mengenai batas pemilikan tanah 

3. Proses iual beli tanah utuh/;keseluruhan untuk tanah vang belum bersertifikat. 

Maksud dari bukh kepemilikan tanah yang belum bersertit7kat adalah 

bukti dari kepemilikan tanah yang tingkatannya dibawah bukti kepemilikan tanah 

yang telah bersertifikat. 

Bukti kepemilikan tanah yang belum bersertif~kat yang dimaksud adalah : 

a. Garnbar bagan 

b. Surat ukur 

c. Letter C 

d. Letter D 



e. Kutipan 

f. Petikan Saka Jatnapustaka Bab Wewenang Andarbe Bumi Ngiras Lajang 

k a n .  

Sedang bulcti pemilikan tanah yang sudah bersertifikat adalah : 

a. Sertifikat Hak Milik 

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan 

c. Sertifikat Hak Guna Usaha 

d. S e d k a t  Hak Guna Pakai 

Kesemuanya bukti kepemilikan tanah yang belum bersertifikat 

tersebut diatas apabila ingin disertifikatkan maka harus melakukan proses 

pendaftaran di Kantor BPN untuk diproses konversi. Proses konversi ini 

dilakukan dengan pengukuran ulang kemudian penggambaran, setelah gambar 

tersebut selesai maka dilakukan pengumuman dalam jangka waktu 80 hari di 

Kantor BPN yang tembusannya disampaikan di Kelurahan dan Kecamatan 

dimana tanah itu berada 

Apabila dalam jangka waktu 80 hari tidak ada pihak lain yang 

keberatdmenyanggah, maka Kepala BPN &an menerbitkan bukti kepemilikan 

berupa s e d k a t .  

Proses jual beli tanah yang belum bersertiiikat ini bisa dilakukan 

dengaii 2 cara : 

a. Dengan diikat (perikatan jual beli tanah lunas) 

Dilakukan dengan perikatan jual beli karena sambil menunggu proses 

konversi, setelah proses konversi selesai baru dilakukan proses jual beli dan 



balik nama Biasanya pembeli lebih mantap apabila mengadakan transaksi jual 

beli tanah itu kalau sudah ada sertifikatnya karena untuk resiko lebih kecil. 

b. Langsung diadakan tanda tangan Akta Jual Beli Tanah 

Proses in ibis dilakukan, namun dalam prakteknya dilakukan 2 kali 

proses. Dengan proses konversi dulu , yaitu pengukuran ulang, diumumkan 

selama 80 hari, baru setelah 80 hari tidak ada sanggahdkeberatan baru proses 

balik nama Sehingga si pembeli biasanya khawatir kalau dengan cara ke-2 i.li 

sebab kalau dalam proses masa diurnumkdtenggang waktu 80 hari ternyata 

ada pihak lain yang menyanggahnya, maka prosesnya akan lebih lama lagi yaitu 

memakan waktu dan biaya lebih mahal. Syarat-syarat adalah sama dengan 

proses jual beli yang lainnya hanya dalam penyebutan didalam akta jual beli 

untuk bukti kepemilikan tergantung dari masing-masing bukti 

kepemilikdsertifikat. 



BAB III 

PENIPUAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJLAN 

A. Tolak Ukur Untuk Menentukan Penipuan dalam Perjanjian 

Perjanjian adalah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, 

hal ini berlaku juga dalam pe rjanjian baku meskipun bentuk perjanjiannya telah 

ditentukan oleh kreditur dengan formulasi tertentu, namun demikian apabila 

debitur menutup perjanjian tersebut dengan membubuhkan tanda tangannya, 

maka pada saat itu pula telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang tercantum dalam perjanjian 

tersebut. 

Setiap kontrak atau perjanjian hams didasarkan prestium iustium 

yang mengacu kepada reason dan equity yang mensyaratkan adanya 

keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam 

kontrak oust price).97 Pada dasarnya setiap kontrak harus memuat adanya rasa 

keadilan dari para pihak. 

Dalam kenyaannya tidak semua perjanjian dibuat karena adanya 

kesepakatan yang murni dari para pihak tetapi banyak perjanjian yang 

mengandung pelanggaran akan aturan perjanjian Sehingga isi kontrak tidak 

mencerminkan adanya rasa keadilan. Dalam keadaan yang dernikian haidm 

memiliki kewenangan untuk mencagah terjadinya pelanggaran rasa keadilan. 

97 Harold J .  Berman, Law and Revolution, The Formation if western legal Tradition 
dalam Ridwa n K hairandy, lktikad Boik Dolorn Kebobason Berkontrak, hlm .35 



Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi 

penipuan dalam proses ataupun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Pasal 

1328 KUHPerdata dengan tegas mengatakan, bahwa penipuan merupakan alasan 

pembatalan perjanjian.98 

Apabila seseorang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa 

seseorang lain tergerak hatinya untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum 

karena keadaan-keadaan tertentu seperti noodtoestand atau afiankelijkheid, 

lichzinningheid, abnoemale, geestestoestand atau onervarenheid (dalam keadaan 

terpaksa, ketergantungan, kurang pertimbangan, keadaan jiwa yang abnormal 

atau ketiadaan pengalaman) tetap mengupayakan terjadinya perbuatan hukum 

tersebut, sedangkan ia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa ia 

seyogyanya tidak melakukannya. 99 

Dalam memeriksa apakah dalam perjanjian terkandung adanya unsur 

penipuan, maka diperlukan kejelian, ketelitian dalam menghubungkan rangkaian 

peristiwa hukum dari awal sebelurn terjadinya kesepakatan, kemudian terjadi 

perjanjian dm perjalanan pemenuhan isi perjanjian. Dari rangkaian tersebut 

maka akan diketahui apakah dalam peristiwa hukum itu ada terjadi penipuan 

atau tidak 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sesuai Pasal 1328 

KUHPerdata bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Undang- 

undang sendiri dalam hal penipuan ini tidak memberikan perurnusan tentang apa 

98 J Satrio, Hukum Penkatan ... buku I, 0p.cit hlm. 350. 
99 Henry P. Pangga bean, Pen yalahgunaan Keadaan (Misbruik vanomstandigheden) 

Sebagai Alasan (Barn) Untuk Pernbatalan Perjanjian (Berbagai Perkernbangan di Negen 
Beiandaj, Liberty, Yogyakaria, 1992, him. 43-41. 



yang dinamakan penipuan. Apa yang terjadi dalam hal orang menutup perjanjian 

di bawah pengaruh tipuan?. Pihak yang menipy dengan daya akalnya, 

menawarkan sesuatu gambaran yang tidak benar tentang cirri objek perjanjian, 

sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup 

perjanjian, yang merupakan pemyataan kehendaknya. Jadi sebagai akibat 

penipuan orang menjadi tersesat atau keliru. 100 

Dalam hal penipuan ini, pihak yang ditipy memang memberikan 

pemyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendak itu ada karena 

adanya daya tipu yang sengaja diarahkan ke suatu ha1 yang bertentangan dengan 

kehendak yang sebenamya, yang seandainya tak ada penipuan hal itu merupakan 

kehendak yang benar. Jadi kehendak disini kesasar karena disasarkan. Dengan 

demikian disini terjadi seperti pada pembahasan kesesatan bahwa "kehendak dan 

pemyatak kehendak sama, hanya dalam hal ada kesesatan, gamba~an yang 

keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu melalui tipu muslihatnya kepada 

pihak yang lain". lo' 

Kemudian dalam membahas penipuan dalam perjanjian ini hams kita 

bahas objek dari kekeliruan "Pada penipuan, kekeliruan tidak terbatas pada sifat 

hakikat bendanya atau diri pihak lain". Pada kasus paksaan, orang sadar 

memberikan pemyataan kehendak, yang seandainya tak ada paksaan tidak akan 

diberikan olehnya, sedangkan pada penipuan justru orang baru tahu bahwa ia 

tertipu sesudah perjanjian ditutup. 102 

100 J Satrio, Hukum Perikatan ... buku I, 0p.cit. him. 350. 
101 Ibid. hlm. 351. 
102 Ibid. him. 351 



Sesuai Pasal 1328 KUHPerdata, mensyaratkan bahwa "penipuan 

harus dilakukan oleh pihak lain" yang dimaksud disini adalah pihak lain dalam 

perjanjian. Sebagai contoh jika terjadi perjanjian yang muncul antara A dan B, di 

dasarkan atas penipuan yang dilakukan oleh C, yang hadir pada persiapan 

pembuatan perjanjian, maka disini A hanya dapat menuntut pembatalan 

berdasarkan kesesatan (dwaling), karena penipuan tidak dilakukan oleh B (lawan 

janjinya). Contoh pelakanaamya dalam praktek sebagai berikut :Io3 Perkarz ini 

kasus tukar tambah mobil. Perkara ini terjadi dan muncul dalam Arrest Rv.J 

Padang dalam putusanya tanggal 9 Mei 1930, yang peristiwanya sebagai berikut: 

Seorang yang bernama Madjid mau membeli mobil merk Rugby dar 

PT. Ltd, tetapi dengan janji PT. Ltd. Mau menerirna Chevrolet milik Madjid 

sebagai bagian dari pembayaran (tukar tambah). Beberapa hari kemudian 

Marican seorang makelar yang biasa menjualkan mobil-mobil dagangan Madjid, 

bersama-sama dengan Madjid datang ke kantor PT. Ltd d m  disana Marican 

mengemukakan kepada PT. Ltd. Bahwa wakil-wakil dari pihak PT. Ltd. 

(beberapa hari sebelumnya) setelah melihat kondisi mobil Chevrolet milik 

Madjid, telah setuju untuk menaksirkannya dengan harga f.800,-, tetapi pada 

waktu itu Madjid belum mau melepas dengan harga seperti itu. Namun sekarang 

dia berubah fikiran dan menyetujui transaksi harga tersebut. Atas dasar itulah 

kemudian ditutuplah perjanjian jual beli antara Madjid dengan pihak PT. Ltd. 

Belakangan PT. Ltd. tidak bersedia untuk melever mobil Rugby tersebut, atas 

dasar bahwa jual beli itu telah ditutup atas dasar adanya penipuan, karena 

katanya setelah dicek kepada petugas PT. Ltd. yang mengadakan pemeriksaan 

103 Ibid, hlm. 352. 
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dan penaksiran mobil Madjid (Chevrolet), temyata mereka mengatakan, bahwa 

mereka hanya menaksirkan harga mobil tersebut sebesar f.250,- saja 

Rv.J Padang mempertimbangkan kasus tersebut antara lain sebagai berikut: 

" Bahwa sekalipun kita menganggap Marican (orang yang biasa secara komisi 

menjadi perantara jual beli kendaraan Madjid) adalah seorang pihak ketiga, suatu 

gugatan atas dasar penipuan yang dilakukan olehnya (Marican) baru bisa 

berhasil, kalau penipuan itu dilakukan atas perintah atau setidak-tidaknya dengan 

sepengetahuan dan persetujuan dari pihal lawan (lihat Hof Leeuwaarden 

W 10847 dan Rechbank Middelburg W. 10881)". 

" Bahwa karena dalam kasus ini tidak temyata adanya penipuan dari. pihak 

Marican, apalagi juga temyata, bahwa Madjid mengetahui hal itu, . . . " 

Kemudian bagaimana kalau penipuan itu dilakukan oleh penerima 

kuasa, dalam hal penipuan yang dilakukan oleh penerima kuasa atau wakil dari 

salah satu pihak dalam perjanjian maka hal yang h m s  diperhatikan adalah 

kontruksi perjanjian itu dulu yang ditutup melalui seorang kuasa. Kalau B 

sebagai kuasa dari A menutup perjanjian dengan C, maka sebenarnya disini yang 

terjadi adalah A melalui kuasanya menutup perjanjian dengan C. Jadi sebenarnya 

A sendiri yang mengadakan perjanjian dengan C, tetapi melalui B. Dalam ha1 itu 

kemudian yang terikat perjanjian tersebut adalah A dan C. Dengan demikian 

m&a penipuzl? y m g  d i !Wm oleh si hasa (B) y m g  bertidak untrlk dm atas 

nama A adalah penipuan yang dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa (A) melalui 



kuasanya (B). Selanjutnya sekarang diterima, bahwa sebuah PT. dapat 

melakukan penipuan melalui organ-organya. lo4 

Hal inti dari penipuan sesuai dengan Pasal 1328 KUHPerdata adalah 

bahwa unfxk adanya penipuan hams ada "tipu muslihat (kunstgrepen)", 

sehingga sudah terang, bahwa bohong saja belum cukup untuk adanya 

penipuan. lo5 

Unsw tipu muslihat dalam penipuan ini dalam pembahasanya beIum 

ada aturan baku mengenai unsur-unsw lain yang mendukung sesuai dengan 

undang- undang yang kemudian dijadikan untuk membuktikan adanya penipuan. 

Mengenai apa yang dirnaksud dengan tipu muslihat, pengadilan 

perdata pada umumnya mengikuti pendapat pengadilan dalam keputusanya 

tentang tindak pidana penipuan, tetapi dengan catatan, bahwa tipu muslihat 

sebagai maksud dalam Pasal 1328 KUHPerdata tidak hanya meliputi apa yang 

dianggap sebagai tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP, tetapi meliputi pula 

sarana-sarana lain Pokonya bohong saja tidak cukup, untuk itu hams ada 

serangkaian kebohongan (samenweefsel van verdichtselen), yaitu serangkaian 

cerita yang tidak benar dm setiap sikapltindakan yang bersifat menipy yang 

bukan hanya sekedar bohong, hams dianggap sebagai penipuan. Kata 

''kunstgrepen" (tipu muslihat) adalah kata jamak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa disini harus ada suatu ran-an kebohongan lo6 

Sebagai contoh adanya puji-pujian yang agak berlebih-lebihan dari 

seorang pedagang terhadap barang daganannya sudah biasa, sudah dianggap 

lo4 Ibid, hlm 353. 
105 Ibid, hlm, 355. 
106 Ibid, hlm. 355. 



wajar dan karenanya tidak dapat dikualifisir sebagai penipuan. Kecuali kalau ia 

pedagang memberikan jaminan-jaminan tertentu secara tegas dan kemudian tak 

terpenuhi. Pihak yang merasa ditipu hams juga dituntut untuk adanya sedikit 

banyak bersikap ha-hati. Hal itu dapat disimpulkan dari kata-kata "terang dan 

nyata" (kaarblijkelijk), dari kata-kata mana dapat disimpulkan bahwa tidak 

semua kebohongan hams kita terima begitu saja. Orang normal tentunya akan 

menyaring makna kata-kata, mana yang boleh kita terima sebagai suatu pujian 

yang layak dan mana yang merupakan rayuan gombal. '07 

Pada kasus apabila pihak yang dituduh menipu melakukan perbuatan 

tinggal diam atau d i m  tidak berbicara apa-apa, apakah bisa juga dituduh 

melakukan penipuan. Dalam hal ini asasnya adalah "tidak ada kewajiban 

berbicara" maksudnya adalah bahwa pada asasnya tidak ada kewajiban pada 

salah satu pihak untuk memberitahukan (memberikan keterangan-keterangan) 

kalau tidak dirninta. Hal ini sesuai dengan putusan H.R tangal 14 November 

1924 dalam perkara Renaud-Firma Schuurman & DE Jong, yang dalam 

keputusanya mengatakan bahwa " sekalipun kita terima bahwa tipu muslihat 

sebagai yang dimaksud oleh Pasal 1328 bisa terjadi karena orang tinggal diam 

(tidak mengutarakan apa-apa), tetapi hal itu hanya terjadi kalau berdasarkan 

kepatutan, kebiasaan atau undang-undang ada kewajiban untuk memberikan 

keterangan (kewajiban berbicara). Jadi penipuan dengan jalan tinggal d i m  

hany a bisa t q  adi, kalau berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang 

ada kewajiban untuk memberitahukan (memberikan keterangan).loS 

107 Ibid, hlm. 356. 
108 Ibid. hlm. 357. 



Pada asasnya tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kepada 

pihak lawan keadaan sebenamya dari pada objek pe rjanjian, kalau tak dirninta, 

kecuali undang-undang mewajibkannya. Dalam ha1 ada kewajiban seperti itu dan 

plhak yang bersangkutan tetap tinggal diam, maka perjanjian tersebut masih bisa 

digugat pembatalannya berdasarkan penipuan. log 

Jadi dalam hal "tinggal diam" apabila undang-undang tidak 

mewajibkan untuk memberitahukan dan disamping itu kebiasaan dan kepatutan 

juga tidak mengharuskan yang demikian, maka apabila ada gugatan atas dasar 

penipuan yang didasarkan atas sikap tinggal diam saja mengenai suatu fakta 

yang diketahui olehny'a, yang sangat penting bagi lawan janjinya dalam 

menutup pe rjanjian, maka gugatan itu tidak dapat diterirna. lo 

Ada hal penting yang hams diketahui oleh masyarakat tentang 

penipuan ini, ha1 itu adalah bahwa orang yang merasa dirinya tertipu agar dia 

dapat berhasil dengan sukses melaksanakan tuntutannya, maka dia wajib 

membuktikan didepan hakim bahwa ; "' 
1. Seandainya tidak ada penipuan, maka dia tidak mungkin menutup 

perjanjian itu. 

2. Seandainya tidak ada penipuan, maka dia tidak menutup pe rjanjian tersebut 

dengan syarat-syarat seperti yang ada dalam perjanjian tersebut 

Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa dalam kasus pertama, 

perjanjian tidak mungkin timbul, sedang dalam kasus yang kedua perjanjian 

tersebut mungkin saja timbul, tetapi tidak ada dasar syarat-syarat seperti yang 

log Ibdi. hlm. 357 
110 Ibid, hlm. 359 
"I lbid, hlm. 359 



ada didalam perjanjian yang telah ditutupnya. Dalam kasus tersebut akibat 

hukumnya, antara keduanya, pihak yang merasa tertipu bisa menuntut 

pembatalan perjanjian dan ganti rugi. '12 

Pada kasus-kasus penipuan, ha1 itu mengakibatkan pula adanya pihak 

yang ditipu menjadi tersesat. Dangan hal ini maka bagi mereka yang merasa 

ditipu dan tersesat tersedia 2 (dua) macarn tuntutan pembatalan perjanjian, 

yaitu berdasarkan penipuan dan kesesatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan 

bahwa orang menuntut atas dasar kedua-duanya, yaitu pertama berdasarkan 

penipuan, subsidair atas dasar kesesatan Keduanya mempunyai pengaruh 

terhadap kewajiban membuktikan. 'I3 

Pada kasus penipuan, pembuktiannya memang lebih beratlsulit, tetapi 

hasilnya pun lebih besar, sabab atas dasar penipuan sekaligus dapat dituntut 

ganti rugi. Dalam kasus tuntutan karena kesesatan kemungkinan untuk 

menuntut ganti rugi juga ada tetapi lebih terbatas. 

Sesuai Pasal 1328 KUHPerdata menyatakan "Penipuan tidak boleh 

dipersangkakan, tetapi hams dibuktikan". '14 

Dari uraian yang telah dikemukakan didepan dan setelah mempelajari 

segi-segdfaktor-faktor penipuan dalarn suatu perjanjian dapat kita rumuskan 

bahwa "penipuan itu adalah suatu yang dilakukan secara sengaja, dengan jalan 

tipu muslihat, untuk menimbulkan kesesatan kepada pihal lain". 'I5 

112 Ibid, hlrn. 359. 
113 Ibid, hlrn. 360. 
114 Ibid, hlrn, 360. 
115 Ibid, hlrn. 361. 



Dengan demikian penipuan merupakan perilaku (tindakan atau 

membiarkan) dengan maksud untuk menyesatkan pihak yang lain. contohnya:'16 

Kalau A dengan gaya yang meyakinkan mengatakan, bahwa jembangan bunga 

yang ia tawarkan adala barang antik dari zaman dinasti Ming, dengan 

menunjukan cirri-ciri yang sengaja dipalsukan, seperti antara cirri untuk 

mengukur umur/ketuaannyq padahal sebenarny a barang tersebut merupakan 

tiruan yang dibuat mirip sekali dengan yang asli, maka pada diri pembeli muncul 

kehendak untuk memilikinya dan dengan pemyataaan kehendaknya, lahirlah 

perjanjian jual beli. 

Akibat dari adanya penipuan terhadap perjanjian ini, sesuai dengan 

Pasal 1328 KUHP dikatakan bahwa penipuan merupakan alasan untuk 

"pembatalan", dari ketentuan mana kita menyimpulkan, bahwa adanya unsur 

penipuan pada waktu penutupan perjanjian, tidak menyebabkan bahwa 

perjanjian tersebut batal demi hukum, tetapi hanya memberikan kemungkinan 

untuk dimintakan pembatalannya oleh pihak yang merasa ditipu. Jadi yang bisa 

minta pembatalan adalah orang yang ditipu, bukan yang menipy sekalipun 

kemudian perjanjian tersebut bagi pihak yang menipu dirasakan dirasakan 

merugikan. Hal itu narnpak dari rumusan Pasal 1328 KUHPerdata Sepanjang 

perjanjian tersebut belum dibatalkan, maka pe rjanjian yang bersangkutan 

mengikat para pihak seperti suatu pe rjanjian yang ~ e m ~ u r n a . " ~  

116 Ibid, hlm, 361. 
117 I bid, hlm. 362. 



B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Membatalkan Perjanjian Karena 

Adanya Penipuan Dalam Kasus Jual Beli Tanah. 

Berikut diurakan tentang implementasi penipuan dalam kasus 

perjanjian jual beli tanah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul : No. 

19/Pdt.G/2009/PN.Btl. Dalam hal ini penipuan yang ada disebabkan oleh 

adanya perbuatan dari pihak pembeli yang menawar tanah milik penjual yang 

akan dijual dan terj adilah kesepakatan, kesepakatan ini terjadi secara lisan 

dengan cara pembayaran angsuran salama 4 (empat) kali dan penjual 

menyepakati perjanjian ini karena dalam keadaan membutuhkan uang untuk 

biaya pengobatan Tetapi ternyata pembeli cuma membayar angsuran 1 (satu) 

kali dan kemudian membaliknamakan sertifikat tanah atas nama penjual ke atas 

nama pembeli tanpa sepengetahuan pembeli. 

Kasus ini berawal ketika Kis Warsiki (penggugat) yang merupakan 

istri dari Jasman Bajuri (sekarang sudah meninggal), pada waktu ini dalam status 

pernikahan mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah berdasarkan 

Sertifkat Hak Milik No.2929 atas nama Jasman Bajuri. 

Pada pertengahan 1997, Jasman Bajuri (suami penggugat) mulai 

sakit-sakitan sehingga penggugat selaku ist i  berupaya menyembuhkan sakitny a 

melalui pengobatan di Rumah Sakit maupun pengobatan altematif, dalam hal itu 

penggugat membutuhkan dana tidak sedikit, sehingga dengan terpaksa menjual 

barang-barang berharga milik bersama. 

Pada sekitar Maret 2001 dikarenakan adanya kebutuhan mendesak 

untuk biaya pengobatan suaminya, penggugat bermaksud menjual tanah 

miliknya tersebut. Mengetahui bahwa penggugat akan menjual tanahnya, maka 



Lindon Sihombing (tergugat I) menghubungi penggugat serta menyatakan 

keinginannya untuk membeli tanah tersebut. Pada waktu itu terjadilah 

kesepakatan secara lisan berkaitan dengan harga jual tanah tersebut y a k  

Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan 

secara bertahap sebanyak 4 (empat kali) dan setiap tahapnya dibayar sebesar 

Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), dalam jangka waktu pembayaran 

selama 1 (satu) tahun 

Dengan alasan untuk mengetahui status tanah serta dalam rangka 

mengurus proses pernbuatan akta jual beli, tergugat I meminjam sertifikat tanah 

yang akan dijual oleh penggugat, dan atas dasar iktikad baik serta kepercayaan 

penggugat kepada tergugat I, maka penggugat meminjarnkan sertifikat asli tanah 

tersebut kepada tergugat I. 

Beberapa minggu setelah tergugat meminjam sertifikat asli tanah 

tersebut, tergugat I datang ke tempat tinggal penggugat bersamaNotaris/PPAT 

Willy Tjondronimpuno, SH. dengan membawa fonnulir akta jual beli yang 

masih berupa blangko kosong dari kantor NotarisIPPAT tersebut, dengan 

masksud agar suami penggugat menandatangai blanko kosong tersebut dan 

karena sedang sakit maka tidak perlu datang ke kantor NotarislPPAT. 

Dengan adanya bujuk rayu dari tergugat I dan diperkuat oleh 

notarisPPAT, dan pada waktu itu penggugat dan suaminya dalam posisi 

bingung karena tidak mempunyai uang dalam jumlah yang cukup untuk biaya 

pengobatan, melalui banyak pertimbangan maka akhirnya penggugat dan 

suarninya bersedia menandatangi akta jual beli yang masih berupa blangko 

kosong tersebut. 



Pada saat penandatanganan akta jual beli No.5812001 tertanggal 18 

Mei 2001 yang tanpa dihadiri tergugat I1 dan tergugat 111, serta tidak pula 

dibacakan isi dari akta jual beli tersebut oleh notaris1PPAT sebelum 

ditandangani d d a t a u  tanpa ada pernyataan persetujuan dari pihak-pihak yang 

membuat perjanjian, isi dari perjanjian tidak dibacakan. 

Beberapa hari setelah penandatanganan akta jual beli yang masih 

berupa blangko kosong tersebut, tergugat I datang ke tempat penggugat untuk 

menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp.30.000.000,OO 

(tigapuluh juta rupiah). Pada bulan Agustus 2001 dikarenakan sudah masuk 

waktu jatuh tempo pembayaran tahap kedua, kemudian penggugat menghubungi 

tergugat I dan meminta agar memenuhi kewajibannya. Tetapi tergugat dengan 

berbagai alasan selalu menghmdar untuk memenuhi kewajibanya untuk 

membayar. 

Atas adanya ketidakpastian dari tergugat I akan kewajibannya 

membayar kekurangan pembayaran jual beli tanah tersebut, maka penggugat 

meminta kembali sertifikat asli tanahnya yang dipinjam oleh tergugat I dan 

meminta agar jual beli tanah tersebut dibatalkan saja, narnun tergugat I menolak 

rnernbatdkannya, dan kemudian tergugat I menyerahkan akta jual beli yang 

sudah lengkap isi perjanjiannya (yang sebelumnya blanko kosong) kepada 

penggugat. 

Setelah menerima &a jual beli tanah tersebut serta membaca isinya, 

penggugat sangat kaget dan merasa ditipu oleh tergugat I, karena dalam akta jual 

beli tersebut isi perjanjiannya berbeda dengan kesepakat awal secara lisan 

sebelum pembuatan akta jual beli Dimana harga tanah yang disepakati awal 



sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah), namun yang tertulis 

dalam akta jual beli hanya sebesar Rp .30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), yang 

mana dengan harga tersebut adalah jauh dibawah harga pasar penjualan tanah, 

yang pada saat itu harga tanah Rp. 150.000700/m2. 

Setelah itu tergugat I menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi oleh 

penggugat. Kemudian sekitar bulan Juni 2004, kakak ipar tergugat I mendatangi 

penggugat untuk menyerahkan swat dari Kantor Piutang dan Lelang Negara 

(KP2LN) Yogyakarta No. S- 1 2901WPL.05/KP.02/2004 tertanggal 02 Juni 2004 

tentang Penyelesaian Hutang Kepada Negara yang berkaitan dengan hutang 

tergugat I di Bank BPD-DN sebesar Rp.45.298.208,OO (empatpuluh lima juta, 

dua ratus sembilan puluh delapan ribu, dua ratus delapan rupiah). 

Penggugat kemudian tahu kalau temyata tergugat I tanpa sepengetahuan 

penggugat telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Tanah No.2929 atas 

nama Jasman Bajuri menjadi atas nama Lindon Sihombing dan ternyata 

kemudian sertifikat yang sudah dibaliknama tersebut digunakan oleh Lindon 

Sihombing sebagai jaminan pinjaman uang ke Bank BPD DIY. Dari pinjaman 

tersebut temyata tergugat I tidak mau melunasi dan kernudian surat KP2LN 

tersebut diserahkan kepada penggugat. 

Atas terbitnya surat dari KP2LN tersebut, karena penggugat tidak rnau 

kehilangan tanahnya kemudian penggugat melunasi hutang tergugat I di Bank 

BPD DIY. 

Dari hal tersebut kemudian penggugat menganjukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri Bantu1 dan terdaftar dengan register No. 19/Pdt.G/2009/PN.Btl, tertanggal 

06 April 2009 dengan tuntutan (petiturn) antara lain : 



1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 

2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum penggugat dan bersama-sama 

anak penggugat, yaitu ; 

a Brury Noorman Syarief, dan 

b. Melisa Erma Fitri 

adalah ahli waris sah dari Jasman Bajuri (alm). 

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum akta jual beli No.5812001 

tertanggal 18 Mei 2001 adalah cacat hukum dan oleh karenanya batal demi 

hukum; 

4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum jual beli beserta segala akibat 

hukurnnya atas tanah sengketa dalam perkara aquo adalah tidak sah dan batal 

demi hukum; 

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan para tergugat dalam proses pembuatan 

akta jual beli atas tanah sengketa dalam perkara aquo merupakan perbuatan 

melawan hukum; 

6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian yang 

diderita oleh penggugat. 

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara; 

Pada kasus ini, pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bantul 

dilakukan tanpa kehdran tergugat (verstek) karena pihak tergugat telah 

dipanggil secara patut ternyata tidak hadir dalam persidangan. 

Pengadilan Negeri Bantul dalam putusanya No. 19/Pdt.G/2009/PN.Btl 

tertanggd 29 Juli 2009, memutuskan : 



1. Menyatakan bahwa tergugat I, tergugat I1 dan tergugat 111 yang telah 

dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; 

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk selwuhnya dengan verstek ; 

3. Menyatakan penggugat bersama-sama anak penggugat yang bernama Brury 

Noorman Syarief dan Melisa Erma Fitri adalah ahli waris sah dari Jasman 

Bajuri ( ah )  ; 

4. Menyatakan jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalarn perkara 

aquo adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat 

hukumnya; 

5. Menyatakan Akta Jual Beli No.5812001 tertanggal 18 Mei 2001 cacat hukum 

sehingga menjadi batal demi hukurn dengan segala akibat hukumnya ; 

6. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 

7. Menghukum tergugat I untuk membayar gantu kerugian kepada penggugat 

sebesar Rp. 16.298.208,00(enambelas juta dua ratus sembilan puluh delapan 

ribu dua ratus delapan rupiah) ; 

8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul 

secara tanggung-renteng sebesar Rp.346.000,OO (tiga ratus empatpuluh enam 

ribu rupiah) ; 

Dari putusan tersebut dapat diangkat suatu abstrak hukum bahwa 

telah terjadi kesepakatan awal secara lisan tentang jual beli tanah sebesar 

Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) antara penggugat dm Jasman 

Bajuri (dm. suami penggugat) dengan tergugat I yang kemudian ada 

penandatangan akta jual beli tanah dengan blanko kosong dari Notaris/PPAT 



yang disodorkan tergugat I bersama dengan dibantu NotarisPPAT Willy 

Tjondronimpuno, SH., kepada penggugat yang dengan bujuk rayunya sehingga 

penggugat mau menandatangi blanko kosong dengan tanpa dibacakan isi dari 

perjanjiannya tersebut. Kemudian bahwa tergugat I meminjam sertifikat tanah 

asli kepada penggugat dengan alasan untuk mernbuat akta jual beli. Selanjutnya 

tergugat I hanya membayar angsuran tahap pertama sebesar Rp.30.000.000,00 

(tigapuluh juta rupiah) dan akhimya ada akta jual beli tetapi didalam akta jual 

beli yang sudah jadi tersebut tertulis tanah tersebut dijual dengan harga total Rp. 

30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) padahal dalam kesepakatan awal Rp. 

120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah). Ternyata pula sertifikat asli dari 

tanah atas nama Jasman Bajuri (suami penggugat) yang dipinjam tergugat I 

tersebut dibaliknamakan menjadi atas nama London Sihombing (tergugat I) 

tanpa sepengetahuan penggugat, kemudian sertifikat tersebut digunakan tergugat 

I untuk jaminan perninjaman uang di Bank BPD DIY, maka dari uraian tersebut 

penggugat merasa ditipu oleh tergugat I. 

Pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalarn 

kasus tersebut, nampak tidak ada kejelasan tentang tolak ukur dan unsur-unsur 

untuk menentukan penipuan dalam perjanjian tersebut. Dirnana rangkaian 

pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah dipertimbangkan bahwa 

dalam akta jual beli tanah tersebut dibuat langsung atas dasar tipu mus1iha-i dan 

tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam pertimbangan selanjutnya dimuat 

Pasal 1321 KUHPerdata tentang kesepakatan menjadi tidak sah apabila 

diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, 

kemudian mempertimbangkan penipuan merupakan suatu alasan untuk 



membatalkan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai salah satu pihak 

adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak 

akan membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat (Pasal 1328 

KUHPerdata). 

Namun, pada pertimbangan selanjutnya, mengenai fakta-fakta, 

dipertimbangkan bahwa dari awal nampak jelas tergugat I telah berniat 

mernanfaatkan keadaan yaitu kondisi kesehatan Jasman Bajuri (suami 

penggugat) yang pada waktu itu sedang sakit, dan membutuhkan dana untuk 

pengobatan. 

Pada pertimbangan putusan selanjutnya, terbukti bahwa kesepakatan 

yang terjadi dalam perjanjian jual beli antara Jasman Bajuri dan penggugat 

dengan tergugat I, didasarkan pada tipu muslihat yang dilakukan tergugat I 

dengan dibantu Notaris/PPAT Willy Tjondronimpuno, SH. dan karena 

kesepakatan didasarkan pada tipu muslihat yang dilakukan tergugat I, maka 

perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan oleh karenanya batal derni hukum. 

Dari pertimbangan tersebut diatas terjadi adanya dua pertimbangan 

yang berbeda, satu sisi telah terbukti terjadi penipuan tetapi juga telah terjadi 

penyalahgunaan keadaan Padalahal dua hal tersebut berbeda dalam aturannya, 

penipuan masuk dalam Pasal 1321 KUHPerdata sedangkan penyalahgunaan 

keadaan merupakan alasan tersendiri diluar Pasal 1321 KUHPerdata untuk 

menuntut pembatalan perj anj ian. 

Dari pertimbangan tersebut yang lebih penting lagi adalah, dalam 

pertimbangan putusan tersebut tidak terlihat secara jelas tolak ukur dan unsur- 

unsur apa yang digunakan untuk menentukan penipuan Karena sesuai dengan 



Pasal 1328 KUHPerdata menyatakan penipuan te rjadi apabila ada tipu muslihat 

yang dilakukan sedernikian rupa sehgga  terang dan nyata, dan serangkaian 

kebohongan 

Pada pertimbangan putusan tersebut tidak ada disebuth secara jeias 

telah terjadi serangkaian kebohongan apabila sesuai dengan faktanya te rjadi 

penipuan, yang ada hanya pertimbangan telah terjadi tipu muslihat saja. 

Walaupun dalam pertimbangan yang lain diuraikan serangkian perbuatan 

tergugat I yang merugikan penggugat. Seharusny a pada pertimbangan putusan 

tersebut kalau mellhat fakta yang ada dari urutan kasus komposisinya dari mulai 

terjadinya kesepakatan awal jual beli secara lisan senilai Rp.120.000.000~00 

kemudian penandatangan blangko kosong akta jual beli, terjadinya balik nama 

sertifikat tanah atas nama Jasman Bajuri ke atas nama tergugat tanpa 

sep engetahuan pihak penjual (penggugat), serta tidak dibayarnya tahapan 

pembayaran jual beli tersebut maka ha1 tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur 

penipuan yaitu unsur tipu muslihat, terang dan nyata, dan serangkaian 

kebohongan bisa terbukti secara jelas. 

Berkaitan dengan ikut digugatnya tergugat I1 dan tergugat 111, mereka 

adalah pegawai atau karyawan pada Kantor NotarisPPAT Willy 

Tjondronirnpuno yang ikut tanda tangan akta jual beli tersebut. Pada 

pertimbangan putusan tersebut berkaitan dengan kedudukan tergugat I1 dan 

tergugat 111, dipertimbangkan bahwa tergugat I1 dan tergugat III menjadi saksi 

yang ikut menandatangi akta jual beli tanpa hadir pada saat terjadinya trmaksi 

jual beli dan karena akta jual beli tersebut oleh Hakirn dinyatakan cacat hukum 

maka tergugat 11 dan tergugat I11 oleh Hakim dinyatakan telah melakukan 



perbuatan melawan hukum dan dalam m a r  putusan tergugat I1 dan tergugat 111 

bersama tergugat I dihukum untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara 

tersebut secara tanggung renteng sebesar Rp.346.000,-. Dan tidak dihukurn 

untuk membayar ganti kerugian karena pada kasus tersebut yang 

mempergunakan seluruh uangnya adalah tergugat I dan tergugat I1 dan tergugat 

III hanya menjadi saksi dalam penerbitan akta jual beli. 

Kalau mellhat kasus tersebut dari kontruksi hukumnya, terhdzp 

tergugat I1 dan tergugat 111 seharusnya dalam pertimbangan hukum putusannya 

selain telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan 

juga bahwa yang menutup perjanjian jual beli pada awal kesepakatan tersebut 

adalah tergugat I, sedangkan tergugat I1 dan tergugat 111 sebagai saksi melakukan 

perbuatan menandatangi akta jual beli tanpa hadir pada saat transaksi awal, 

sehingga seharusnya juga dipertimbangkan bahwa tergugat I1 dan tergugat IU 

terbukti melakukan perbuatan yang masuk dalam salah satu rangkaian rangkaian 

kebohongan terjadinya penipuan yaitu ikut menandatangi akta jual beli. 

Dari pertimbangan hukurn putusan Pengadilan Negeri Bantu1 dalam 

kasus ini, penguraian mengenai unsur-unsur apa dan tolak ukur apa untuk 

menentukan penipuan dalam perjanjian tidak diuraikan secara jelas, mungkin 

karena dikembalikan pada Pasal 1328 KUHPerdata, yang memang dalam pasal 

itu tidak disebutkan secara jelas tentang unsur-unsumya sehingga dalam 

penerapannya menjadi tidak jelas. 



Berikut disajikan beberapa ha1 yang hams diperhatikan dalam menentukan 

penipuan dalam kontrak dalam membatalkan perjanjian ; 

1. Tolak ukur yang dipakai untuk menentukan penipuan dalam 

kontraklperjanjian, pada pembuktiannya selain diambil dari yang ada pada 

Pasal 1328 KUHPerdata, bisa diambilkan juga dari unsur-unsur penipuan 

dalam Pasal378 KUHP, tetapi hams dibukhkan dengan adanya serangkaian 

p erbuatan bohong. 

2. Dasar hukurn yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan pembatalan 

perjanjian dalam hal perjanjian mengandung unsur penipuan adalah 

menggunakan dan menguraikan unsur yang terdapat dalam Pasal 1328 

KUHPerdata yaitu tipu muslihat, terang dan nyata, dan bisa mengambil 

tarnbahan unsur-unsur penipuan pidana Pasal 378 KUHP yaitu 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik 

memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun 

serangkaian kebohongan dalarn membuktikan penipuannya 



BAB N 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tolak ukur untuk menentukan adanya penipuan dalam kontrak adalah 

dengan mengetahui terlebih dahulu awal terjadinya kesepakatan atau 

perjanjian tersebut terjadi, dan untuk mengetahuinya sesuai dengan Pasal 

1328 KUHPerdata dapat membuktikan unsur-unsur yang ada yaitu unsur 

tipu muslihat, terang dan nyata dan ditambah unsur penipuan pada Pasal378 

/-- 
KUHP yaitu serangkaian kebohongan yang kemudian dibuktikan. Dengan 

tolak ukur yang ada dalam pasal tersebut maka lata dapat menentukan 

apakah terjadi penipuan dalam kontrak atau pejanjian atau tidak. 

2. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam membatalkan 

perjanjian yang mengandung unsur penipuan adalah dengan memakai unsur- 

unsur dalam Pasal 1328 KUHPerdata yaitu unsur tipu muslihat, terang dan 

nyata dan ditambah unsur pada Pasal 378 KUHP yaitu serangkaian 

kebohongan yang terbukti, dan kemudian membuktikan terpenuhi atau tidak 

perbuatan penipuannya Karena unsur-unsur dalam Pasal 1328 KUHPerdata 

tidak menguraikan secara jelas tentang penipuan, dan itu terlalu urnum, maka 

hakim bisa mernakai unsur-unsur pada penipuan pidana Pasal 378 KUHP 

sebagai tambahan dalam membuktikan penipuannya. Hal tersebut juga harus 

dilakukan oleh hakim dengan menelaah kasusnya secara teliti dan mendalam 



dari awal terjadinya sehingga diakhir telaah ditemukan terbukti adanya 

penipuan Hal yang terpenting yang hams dijaga adalah bahwa penipuan 

Pasal 1328 KUHPerclata merupakan pasal sendiri dan berbeda dengan 

penipuan pidana Pasal378 KUHP. 

B. Saran 

1. Karena dalarn penipuan sesuai Pasal 1328 KUHPerdata tidak dimuat secara 

jeIas unsur-unsur penipuannya dan dalarn pertimbangan h u h  putusan 

pengadilan banyak yang akhirnya juga tidak secara jelas mengwaikan unsur- 

unsur penipuan dan dapat menghasilkan kesimpulan terjadi adanya penipuan 

dalam perjanjian, maka sudah semestinya apabila unsur-unsur dalam 

penipuan pidana Pasal 378 KUHP diambil dan ditambahkan sebagai 

pelengkap yang kemudian bisa diformulasikan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan lebih lanjut yang mengatur tentang unsw-unsur 

penipuan. 

2. Mengingat belurn adanya peraturan perundang-undangan mengenai kejelasan 

unsur-unsur penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata, apabila memang 

kemudian unsur-unsur pidana penipuan Pasal 378 KUHP bisa dijadikan 

tambahan, rnaka perlu ha1 ini kemudian disosialisasikan kepada para penegak 

hukum, sehingga jelas apa yang menjadi tolak ukur dan unsur-unsur dari 

penipuan. 

3. Agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai penipuan ini, maka sebaiknya 

Mahkamah Agung hendaknya bisa mengeluarkan &ran mengenai tolak 

ukur dan unsur-unsur penipuan sebagai alasan pernbatalan perjanjian. 
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B U T U S A N  

NOMOR : 19/PVT.G/2009/PN.BTL 

DEMI KEADILAN BEFU3ASAR.KF.N KETUHANAN YANG MAJ-IA ESA 

Penofidilan Negeri Bantul yang memzriksa dan mengadili perkasa-perkasa pesdata 

dalam peradilan tingkat pertama, telah ~nenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam pel-kara : 

KlS WARSIKI, pekerjaan w~rarlsaha, beralamat di Dongkelan, RT/RW 04/08, Desa 

1 Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 

1 Dalam ha1 ini telah memberikan kuasa kepada : MIFTACHUL ICFIWAN ill.,- 

1 ANNUR, SI-1, HARTADI ISMAN, SH dan AGUS RAHARJO, SH, ketiganya Advokat pada 

i, Kantor Hukum "AMANAD" yang beralamat di JI. KH. Ahmad Dalilan (Ngadiwinatan 

111 155) Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 01 April 2009 ; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Selal~jutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; 

I .  LINDON SIHOMBING, pekerjaan wiraswasta, alamat : dahulu di J1. Nitikan Ba:-11 

Nomor 104, Yogyakarta, sekarang tidak diketahui alamat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tempat tinggalnya : 

Selanjutnya disebut sebagai . . . . . . . . . . . . . . . . .  : TERGUGAIII ; 

2. AUDI EVlNANTO ADHIHAT. pekerjaan swasta, alamat di : Jitar Dukuh IV, RI'/R\Y 

03/14, Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan. Kabupaten 

. . . . . .  Sleman, selanjutnya disebut sebagai : TERCiUCiAT 11 ; 

3 .  YOMI ARIYATI, pekajaan swasta, alamat di : Minggiran MJ I1 Nomor 1390 RT/R\Y 

0591016, Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijerorl, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yogyakarta 

. . . . . . . . . . . . . .  Selanjutnya disebut sebazai : TERGUGAT 111 ; 



PENGADILAN NEGERI tersebut ; 

Telah memb;lca ~urat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; 

Telah memb~ca surat gugaran dari Penggugat ; 

Telah menlbaca dan mempelajari surlt-surat bukti yang diajukan oleh Pensguyat ; 

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA : 

Menirlbang, bahwa Penggugat dengrn suratnya tertanggal : 03 April 2009 yang telah 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah nomor : 

19/PDT.G/2009/I'N.B'TL pada tang~al : 06 April 2009, telah mengemukakan hal-ha1 sebagai 

beri kc~t : 

I .  Bahwa, Fenggrlg2.t adalah isti.i sah dari Jasman Bajuri berdasarkan Akta Nikall 

No. 130/10N1/80 tertanggal 5 Juni 1980 di KUA Kecamatan Depok Sleman dan saat ini 

suanli Pen~gugat telah rneningg~l dunia dan oleh karenanya maka Penggugat adalah ahli 

waris yallg sah dari Jasnlan Bajuri (alm) ; 

?e!lgguga: clan suami telah pula dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu : 

a. Brury Noorman Syarief, lahir tilligsai i4  Oktober 1980 ; 

b. Melisa Erma Fitri, lahir tilnggal 13 Mei 1989 ; 

2 Selarna tnasa perkawinan Penggugat dan semua rnempunyai harta bersarnii 

berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.  2920 nama 

Jasnlan Bajuri yang terletak di Desa Tirtonirmolo Kec. Kasihan Rantul dengall 

batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara : - Jalar, Kampung ; 

- Kumah dan Pekarangan Milik Bapak Bambang ; 

- Pekarangan Milik Bapak Dullah ; 

Sebelah Setatan : Rumah dan Pekarangan Milik Bapak Jamin ; 

Sebelali Timur : Rumah dan Pekarangan Milik Bapak Yanto ; 



Sebelah Barat : Wedi Kengser ; 

Yang sekarang dalam perkara aqua menjadi Obyek Sengketa ; 

3. Pada pertengahan tahun 1997, suarnl Penggugat  mulai sakit-sakitan sehingga 

selaku istri, Penggugat berupaya menyembuhkan penyakit baik melalui pengobatan di 

Rurnah Sakit iiiaupun pengobatan alternatif yang ha1 tersebut tentu saja membutuhlian daria 

tidak sedikit sehingga dengan sangat ter;~aksa jugs menjual barang-barang berharga 

milik Penggugat untuk menutupi biaya pengobatan ; 

4. Pada sekitar bulan Maret 2001, dikarenzkan adanya kebutuhan yang ~nendesak untuk 

membiayai pengobatan dari suaminya, Penggugat bermaksud menjual taliah t11ilil;nya. 

Mengetahui Penggugat akan menjual tanahnya, maka Tergugat I kemudian 

menghubungi Penggugat serta menyatakan keinginan untuk membeli tanah tersebur dan 

terjadi kese?akatan lisan berkaitan dengan harga tanah yaitu Rp. 120.000 000.- 

(seratus dua, puluh juta rul~iah)  dengall pembayaran dilakuka~i secara bertaliap 

sebanyak 4 (empat) kali dan untuk setiap tahap sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh jutn, 

rupiah) dalnm jangka waktu, pembayaran selama I (satu) tahun ; 

5. Dmgan  alasan untuk mengetahui s tatus tanah ser ta  dalam ratigka ui~tirk 

mengurus proses pembua'an Akta Jual Beli, Tergugat I meminjam sel-tif~kat tanali 

yang akan dijual oleh Penggugat dan atas-dasar itikad baik serta kepercayaan Pen~gugat 

kepada Tergi~gat I, maka Penggugat menyerahkan sertipikat asli miliknya kepada 

Tergugat I ; 

0 .  Beberapa minggu setelah menerima sertifikat asli dari Penggugat, Tergugat 1 datang 

ke tempat tinggal Penggugat bersama NotarisIPPAT berriania M1illy 

Tjondroni~iiputio,SH., (;ekarang almarhum) dengan membawa form Akta Jual Beli 



$anS masih berupa blangko kosong dari kantor NotarisPPAT tersebut ; 

7. Kedatangan Tergugat I bzrsama NotarisIPPAT adalah untuk membuat Akta Jual Beli atas 

tanah antara suami Penggugat dengan Tergugat 1, yang mana dengan alasan suami 

Penggugat sedang sakit tidak perlu datang ke karitor NotarisIPPAT nanliln yang 

terpenting untuk formalitas, suami dan Periggugat mau menandatangani form Akta Jual 

Beli tersebut ; 

H. Dikarenakan b u j u ~  r a y  dari Tergugat I dan diperkuat oleh NotarisIPPAT tersebut serta 

pada saat itu Penggugat dalam posisi bingnng karena tidak mempunyai uang, sedangkan 

kondisi suami Penggugat dalam kondisi sakit serta sangat memerlukan pengobatan yang 

membutuhkan binya yang tidak sedikit, maka tanpa melalui banyak pertimbangan 

Penggugat dan suan~i bersedia menandatangani Akta Jual Beli yang masih berupa blarlgko 

kosong ; 

0. Bahwa pada saat pe~iandatanganan AKta Jual Beli No. 5812001 tanggal 18 Mei 2001 tanpa 

dihadiri oleh Tergugat 11 dan Tergugat 111 sz?a tanpa pula clibacakan isi dari Akta Jual Beli 

tersebut o!eh NotarisIPPAT ~ e b e l u m  ditondatangani dan lataupun tanpa acla 

pernyataan persetujuan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian bahwa isi dari Akta 

Jual Beli tidak perlu dibacakan. Sebzrapa hari setelah dilakukan penandatangar~an Akta 

Jual Beli, Tsrgugat 1 datang ke tempat Penggugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 

30.000.000,- (tiga puluh juta r ~ p i a h )  yang merupakan pembayaran tahap pertanla ; 

10. Pada bulan Agustus 2C01 dikarenakan sudah jatuh tempo untuk pembayaran tahap kedua. 

maka Penggugat kemudian menghllbungi Tergugat I agar memenuhi kewajibann ya,  namil n 

ter-nyata Tergugat 1 dengan berbagai alasan selalu berusaha menghindar u~ l t i~k  n~en~enuhi 

kewajibannya me~xbayar harga atas tanah yang telah disepakati secara lisan sebelum adanya 



pen~buatan Akta Jual Beii. Dengan tiadanya kepastian akan pembayaran atas tanah milik 

Penggugat dan suaminyh, maka Penggugnt meminta kembali sertifikat tanahnya kepada 

Tersugat 1 dan rnenlintc agar Akta Jual Beli yang telah dibuat untuk dibatalkan, namilm 

Tergugat 1 menolak membatalkannya bahkan Tergugat 1 kemudian menyerahkan Akta Jual 

Beli tersebut kepada Pen~gugat ; 

1 1.  Dahwa Penggugat sangat kaget dan merasa ditipu mentah-mentah ole11 Tergugat 1 

setelah membaca isi dari Akta Jual Beli yang ternyata berbeda dengan 

kesepakatan sebelum dilakukan pembua~an akta, dimana harga atas tanah disepakati 

sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua pv!uh juta) namun yang tertulis dalam Alcta Jual 

Beli hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang nlana harga tersebut 

adalah jaul~ dibawah hzrga pasar yang pada saat itu harga tanah sebesar Rp. 150.000,-/m2 ; 

13. Bahwa telah nyatti terbukti Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam proses jual beli 

tanah dengan telal~ menodai dan mengingkari kepercayaan serta memanfaatkan keadaan 

dari Pei~ggugat dimana Tergugat I menyat~kan bahwa penandatanganan blangko Akt a Jual 

Beli yang masih kosong tersebut hanyalah untuk memperrnudah Penggugat dan suaminya 

yang sedang sak~t  parah sehingga tidak p d u  repot ke kantor NotarisIPPAT darl 

tandatangan tersebut hanya forralitas belaka karena sudah ada kesepakatan Ilarsa 

diawal. Atas adanya rekayasa licik dalam pernbua'an Akta Jual Beli, n~aka Pe~~ggugat 

kemudian merninta pertanggungjawaban dari Tergugat I i~ntuk membatalkan akta selta 

mengen~balikan sertifikat tanah kepada Penggugat namun Tergugat 1 n~alah selaiii 

menghindar dan menghilang tanpa ada kejelasan untuk mernpertangguniawabka~~ dar-i 

perbuatannya i t i i  ; 

13. Setelah Tergugat I rcenghilang dan tiuaK uapat dihubungi Iagi oleh Penggugat, pada sekitar 

bulan Juni 2004 kakak ipar Tergugat I mendatangi ~ e n g , ~ u ~ a t  unti~k menyerahkan surat 



dari Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KPZLN) Yogyakarta No. S- 

I29O/WPL.05/KP.02/2004 tertanggal 02 Juni 2004 tentang Penyelesaian Hutany 

kepada Negara yang bxkai tan dengan Hutang dari Tergugat I di Bank BPD - DIY 

sebesar Rp. 45.298.208,- (ernpat puluh lirns juta, dua ratus Sernbilan puluh delapan ribu 

dua, ratus delapan rupiah) ; 

14. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat pihak Tergugat I telah mernbaliknamakan 

Sertifikat Hak Milik No. 2909 atas narna Jasrnan Bajuri rnenjadi atas nalna Lindon 

Sihombing dan ternyata pula sertifikat tersebut telah dijaminkan ke Bank BPD DIY, yang 

rnana atas liutang tersebut Tergugat I tidak mau membayarnya sehingga surat dari KP2LN 

diserahkan oleh keluarga l'ergugat I kepada Penggugat. Meskipun Penggugat tidak perrah 

memakai uang tersebut naaun dalam rangka menyelamatkan tanah milik Penggugat agar 

tanah tidak dilelang, maka Penggugat ke~nudian melunasi tagihan dari KPZLN pada 

tanggal 14 Nove11-,ber 2006 melalui transfer re.kening lewat Bank BRI ; 

Bahwa telah jelas tebukti proses pmbuatan Akta Jual Beli atas tanah sengketa dalam 

perkara aquo, para pihak yaitu Jasrnan Bajuri (suami Penggugat) dan Tergugat I tidak 

pernah mengliadap di depan NotarisPPAl' Willy Tjondronimpuno, akan tetapi pihak 

NotarisIPPATlah yang datang bersama Tergr~gat I ke tempat Penggugat ; 

NotarisIPPAT sebagai pejabat yang membuat Akta Jual Beli dalarn perkara nquo, tidal( 

pernah n:::::bacakan isi dari akta yang dibuatnya di hadapan para piliak yaitu suanii 

Penggugat dan Tergugat I sebagai pihak-pihak yang niembuat perjanjian serta tidak 

dihadiri oleh Tergugat I1 & Teigupai 111 sebagai saksi dalam perjanjian tersebut ; 

'Tergugat 11 dan Terg~~gat  111, pada saat membubuhkan tanda tangan dalam kedudukliannya 

sebagai saks! tidak dihadapan para pihak namun dilakuka~i di Kantor NotarisIPPAT Willy 

Tjondrot~impuno, SH (sekarang almarhum) ; 

I 



15. ~ a l i w a  telah jelas ternvata Proszs Pembuatan Akta Jual Beli atas tanali sengketil dalam 

perkara a q l o  tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 30 Tali~ln 2004 

Tentang Jabatan Notaris, sehingga jelas Akta Jual Beli No. 5812001 Tanggal 18 Mei 2001 

adalah cacat hukum ; 

10. Arlanya rekilyasa licik scrta itikad tidak baik Tergugat 1 dalam proses penibuatan Akta 

Jual Beli, maka jelas per,anjian jual beli yang dilakukan antara Tergugat 1 dengan suami 

Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum 

dalam pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya batal demi hukum ; 

17. Bahwa telah jelas ternyata segala tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam 

proses pembuatan akta juc.1 beli atas tanah sengketa da.lam perkara aquo tidak didasarkan 

atas Peraturan perundang--undangan yang berlaku serta tidak menjunjung tinbb' 7 11 asas 

kepatutan serta nilai-nilai kejujuran, maka jelas tindakan Para Tergugat sebayainiana 

diuraikan dalam posita d. atas adalah merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawall 

Hukun~ ; 

18. Bahwa akibat  perbuatan melawan hukum yang telah d i lakukan ole11 Para 

'Tergugat mengakibatkan Lerugian yang tidak sedikit dari Penggugat yang dapat 

diuraikan sebagi~imana berikut : 

A. Ken~gian Material 

- Kekurangan atas pembayaran harga tanah Rp. 90.000.000,- 

- Pembaysran atas hutang Tereugat I di Bank BPD DIY Rp. 45,298,208,- 

- Biaya peugurusan meminta kembali sertifikat hak atas 

tanah kepada Tergugat I R p  1.000.000,~ 

Jumlah Rp. 136.000.000,- 

(sera& tiga puluh enam juta rupiah) 



B. Kerugian Moril : 

Bahwa sesungguhnya kerugan moril yang' diakibatkan atas perbuatan Para Ter.guyat 

add;ih tidak dapat dinilai dengar. rupiah, narnun untuk adanya kepastian hukt~m nlaka 

sa~igatlali pantas kerugian moril yang dialarni oleh Penggugat apabila dinilai 

dengan uang adalab sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; 

19. Bahwa untuk nienjarnin terpel~uhinya tuntutan Penggugat ini di sampiny pula adanya 

kekhawatiran dipindah-tangankan tanah milik Penggugat dan suarni yang saat ini tclah 

dibaliknamakan atas na:na Tergugat I kepada pihak lain mohon agar rnenaruh sita jaminan 

di atasnya ; 

Berdasarkan alasan-alasai~ tersehut diatas, Penggugat rnohon kepada Pengadilan Negeri 

Bantill yang merneriksa dan mengadili perkara iri berkenan rnenjatuhkan putusan : 

I'RIMAIR : 

I .  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 

2. Menyatakan dan inenetapkan rnenurut hukurn Penggugat  dan bersama-sama 

anak P e n g g u ~ a l ,  yaitu : 

a.  Brury Noorman Syarief.. dan 

b. Melisa Ernia Fitri 

adalah ahli waris sah dari Jasman Bajuri (aiiiij ; 

3. Menyatakan dan menetapkan rnenurut hukurn Akta Jual Beli No. 5812001 

tertanggal 18 Mei 200 1 adalah cacat hukurn dan oleh karenanya batal demi hukum ; 

4. Menyatakan dan menetapkan menurut bukum Jual Beli beserta segala akibat 

hukurnnya atas thnah sengketa dalam perkara aclrro adalah tidak sah dan batal de~n i  



5. Menyatakan menurut hukunl perbuatan Para Tergugat dalam proses pembuatan 

Akt a Jual Be! i atas tanah se~gketa  dalam perkara aqlro merupakan perbuatarl nlela\van 

6. Menghukuni Para Tergugat secara tanggung-renteng membayar seniua kerugian 

yang diderita oleh Penggugat ; 

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ; 

Mohon putusan yal.19 seadil-adilnya (el aq~ra et bono) 

Menimbang. bal-.WP pada hari persidangan yang telah ditentukan, I'eng~iigat telali 

datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Tergugat I tidak datang ke persidangan meskipun 

telah dipanggil secara patut berdasaikan relas panggilan tertanggal22 April 2009 dan 18 hllei 

2009. Demikian pula Tergugt  I1 tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara 

rjatut berdasarkan relas pan.:gilan tertanggal 24 April 2009 dan 13 Mei 2009. Tergugat 111 

juga tidak hadir ke persidr~igan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas 

panggilan tertanggal 22 April 2009 dan 15 Maret 2009 sedangkan tidalc nyata bahwa tidak 

datangnya Para Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah ; 

Menimbang, bahwa kdrena Para Tergugat tidak hadir di persidangan rneskipun telah 

dipanggil iecara patut, maka i~emeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para 

Tergugat ; 

Meninqbang, bahwa kdrena Para Tergugat tidak datang ke persidangan maka upaya 

perdamaian tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pemeriksaarl perkara ini dilanjutkan dengan 

membacakan s u a t  gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan 

senlula dan tidak ada perubahan ; 

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak datang ke persidangan niaka Para 

Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban ; 



Menimbang, batlwa .guns menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan surat-surat bukti seba~ai beriht  : 

I .  Foto copj Akta Nikah Nomor !03/10NL/80 tertanggal 5 Juni 1980 atas nama.Djasman 

Bajuri deng~n  Kis Warsiki, diberi tanda : P-1 ; 

2. Foto CODY Kartu Tanda Penduduk Nomor 340215.530357.0001 tertanggal 06 Agustus 

200'1 atas nania Kis Warsiki dan Nomor I204371201 27143 10167 15 tertanggal 07 Deselilber 

2001 atas nania Jasman Bajuri, dibcri tanda : P-2 ; 

3 .  Foto copy Surar Kenatian Nomor 291/PerrJPgWSwn/2006 tertanggal 13 Septenlber 2006 

atas narna Jasnian Bajuri, diberi tanda : P-3 ; 

4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 5812001 tertanggal 18 Mei 2001 atas nama Jasman Bajuri 

deligati Lindon Sihombing, diberi tanda : P-4 ; 

5.  Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 29091Tirtonirmol0, atas nama Li~idotl Sihombing, 

diberi tanda : P-5 ; 

6. Foto copj Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 0050812001 atas nama pemegang hak 

tanggungan BPD DIY Cabang Utama terhadap SHM Nomor 02909/Tirto1iir1nolo, diberi 

tauda : P-6 ; 

7. Foto copy surat dari Karitor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Yogyakarta, Nornor 

S/290/WPL.05/KP.02/20U1 tertanggal 02 Juni 2004 tentang Penyelesaiali Hutang kepada 

Negara, diheri tanda : P-7 ; 

8. Foto copy Slip S2toran bcnk BRI tertanggal 14 Nopember 2006 atas nama penyetor Kis 

Warsiki kepada Bendahara Penerima KP2LNY, diberi tanda : P-8 ; 

9.  Foto copy Surat Pernyatdan tertanggal 14 September 2005 yang dibuat oleh Lilldo~l 

Sihotnbing, diberi tanda : 1'-9 ; 

10. Foto copy Surat Peroyaan Hipotik I Hak Tanggungan, Nomor 8998lKR.O 100 tertanggal 27 

Nopember 2006 yang dikeiuarkan oleh BPD DIY Cabang Utama, diberi tanda : P- 10 ; 



I I .  koto cooy Surat Kcterangan tertanggal 28 Aystus  2006 yang dibuat oleh RSU I'I<U 

Muhammadiyah Bantul atas nama pasien Bapak Jasman, tiiberi tanda : P-1 1 ; 

12. Foto copy kwitansi pembayaran biaya rawat inap tertanggal 28 Agl~stus 2006, atas nall!a 

Bp. Jasman, diberi tanda : P-12 ; 

1 3 .  Foto copy: Nota R~kening Rsvat Inap RSU PKU Muhammadiyah Bantul terta~iggal 28 

Agustus 2006, atas nama pasien JASMAN, diberi tanda : P-13 ; 

14. Foto copy Ri~lcian Biaya Perawstan RS Bethesda Yogyakarta tertanggal 3 1 Agusti~s 2006 

atas nams JASMAN BAJURI, d1be1.i tanda : P-14 ; 

15. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB, tertanggal 02 Mei 3006 dan Surat 

Peniberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tertanggal 03 Januari 2005 atas narna Jasman 

Bajuri, diberi tanda . P-15 ; 

16. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB, tertanggal 16 September 2005 dan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tertanggal 02 Januari 2006 atas nama Jasniall 

Bajuri, diberi tanda : P-16 ; 

17. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB, tertanggal 12 September 2007 dan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tertanggal 02 Januari 2007 atas llama Jasman 

Bajuri, diberi tanda : P-17 ; 

Meninibanp, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi nleterai yang 

cukup menun~t peraturan yang berlaku. Untuk surat bukti bertanda P-2, P-4 sampai dengan 

1'-17 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai. Untuk surat bukti beltanda P-1 

clau P-3 tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karena Penggugat tidak clapat 

nienunjukan surat aslinya. Ul.ituk surat bukti tersebut akan dijadikan sebagai referensi bagi 

Majelis Hakiln untuk menemukan alat bukti persangk~an ; 

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah 

~ile~lgajukan dua orang saksi, dimana masing-masing saksi telah memberikan keterangan di 

bawah sumpah pada pokoknya seba~ai berikut : - . 



I .  Saksi I : TEGO AUDI ; 

- Bahwa, Saksi bertempat tinggal di hlenayu Kidul, Desa Tirtonirrnolo, Kecamatan 

Kasihan, Kabupaten Bantu1 ; 

, - Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan tanah yang dibeli oleh Bapak Jasman BaJuri 

karena thnah tersebut letaknya tidak jauh dari rumah Saksi ; 

- Bahwa, Penggugat adalah isteri Bapak Tasman Bajuri. Bapak Jaslnan Bajuri dan 

Penggugat niernbeli tanah tersebut dari orang yang bernarna Pak HART0 ; 

- Bahwa, san~pai sekarang setahu Saksi tar,ah tersebut rnasih milik Penggugat dan yang 

menguasai jugs Penggugat ; 

- Bahwa,dalam keseharian Penggugat bersama dengan suaminya tinggal di n~mallny;~ 

yang berada di Dongkelan. Sesekali saja mereka menengok tanah yang ada di Menayu. 

Tanah tersebut diternpati oleh saudaranya Penggugat ; 

- Bahwa, Penggugat tidak menempati tanah yang di Menayu karena I-'enggugat jusa 

inemiliki rumah di Dongkelan yang uel-~ungsi sebagai toko kelontong ; 

- Bahwa., luas tanali tersebu~ sekitar 800 m2 dengan harga pada waktu dibeli oleh Jasma~l 

Bajuri dari Pak Harto * Rp. 100.000,- per meter2 ; 

- Bahwe, batas - batas tanah tersebut adalah : 

Sebelali Utara : ialan Kampung ; 

Sebelah Selatan : rumah dan pekarangan Pak. Jamin ; 

Sebelali Timur : rumah dan pekarangan Pak Yanto ; 

Sebelali l h a t  : Wedi Kenser ; 

- Bahwa, ,pads tahun 2003 Saksi mengetahui orang yang bernama LINDON 

SIHOMRING pada saat Saksi bersama warga Dusun Menayu Kidul melakukan kerja 

bakti dan melihat orang tersebut ada di lokasi tanah pekarangan yang saat ini  dijadikari 

sengkets itu. Setelah itu %ksi tidak pernan Iagi bertemu dengan Lindon Sillonlbing ; 



- Bahwa, Saksi tidak me;lgetahui maksud kbdatangan Lindon Sihombin~ ke tempat itu ; 

- Bahwa, Saksi pernah m~ndengar kalau pda tanah di Menayu yang akan disita oleh bank. 

Saksi tidak nlengetahui sesara persis letak tanah yang akan disita tersebut ; 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penegugat telah 

membenarkannya ; 

2. Saksi 11 : DWl M1I'..RSIT1 ; 

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat itu karena Saksi pernah ikut bekerja di tempat 

Penggugat seba~ai penjaga toko kelontong milik Penggugat. Saksi juga kenal derlgan 

Tergugat I karena sering ke tempat Penggugat ; 

- Bahwa. Penggugat adalah isteri Jasman B?juri. Pak Jasman sekarang sudah meninggal ; 

- Bahwa, dalarn perkawinan Penggclgat dcngan Pak Jaslnan mempunyai 2 orang anak 

yang bernarna Brury Noorman Syarif dan Melisa Erma Fitri ; 

- Bahwa, Penggugat dengan LINDON SNOMBING mempunyai hubungan bisnis 

tl.anspotasi atau agen perjalanan. Penggugat mempunyai usaha Toko Keloiltony di 

Dongkelan dan membilka agen perjalanan 1 travel, sedangkan LINDON SlHOMBING 

memiliki usaha transpotasi biro perjalanan. Kedua saling bekerja sama ; 

- Bahwa, pada saat Penggugat ada hubungan bisnis dengan Terygat I ,  Jasman l3aju1.i 

nlasih hidu? namun menderita sakit leukemia, sehingga yang merljalankan usallanya 

Peilggugat ; 

- Bahwa, selama Saksi keberja di tempat Penggugat, Saksi belum pernah mengetal11.1i atall 

nlendengar kalau Penggugat mengadakan jual beli tanah yang terletak di Dusun Mer~ayu 

kepada Tergugat 1 ; 

- Bahwa, rak JASMAN RAJURI meninggal dunia itu kurang lebih sudah 3 tahun yang 

lalu yaitu pada tahun 2006 ; 

- Bahwa, Saksi rnengetanui Penggugat memiliki tanah yang terletak di Dusun Menayu . 

Tirtonirmolo, Kasihan, Bantu1 ; 



- Bahwa, setahu Saksi tanah itu dulunya milik Pak Harto. Pindah tangan dar-i Pa.k H a ~ t o  

ke Penggugat antara tal:un 1997 - 1998 ; 

- Bahwa, yang menempati tanah sengketa saat ini adalah saudara Penggugat yang 

, bernama Bu ANGGEI: sejak empat tahun yang lalu. Penggugat sendiri tinpgal di 

Dongkelan ; 

Menimbang, bahwa terhadap ke~erangan saksi tersebut Penggugat telah 

n~embenarkaiinya ; 

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajultan alat bukti 

saksi maupun bukti-bukti yang lainnya lagi ; 

Menimbang, bahwa karena Para Terpgat  tidak pernah had ir di persidanga n maka 

dianggap teleh nielepaskan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti ; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Jul i 

2009 ; 

Meninibang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagainiana 

tercantum dalan~ Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya tidak dimuat dalani 

Putusan ini tetapi n i n p a k a n  bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; 

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan 

sesuatu lagi, melainkan mohon Putu-an ; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti telaI.1 diuraikan 

dalanl surat gugatan Pellgugat ; 

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan ini adalah Pengguzat dengan 

suaminya (Jasnlhn Bajuri) pernah menjual tanah miliknya (obyek sengketa) kepada T c r ~ i ~ y a t  I 

seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran melalui cnipat 

tahap, setiap tahap sebesar Rp. 30.OC)0.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalanl jangka waktu sat11 

tahun. Selanjutnya Tergugat 1 bersama dengan Notaris.1 PPAT Willy Tjondronimpuno, SH 



datang menemui Penggugat dan suaminya dengan membawa form akta jual beli yang masih 

blangko kosong. Akliirnyn terjadilah transaksi jua! beli tanali tersebut, dimana Penggugat dan 

suaminya menandatangani blangko kosong akta jual beli. Sela~ijutnya Tergugat I 

menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.00(i,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran 

taliap pertama. Setelah jati~h tempo pembayaran tahap kedua, Penggugat ben~salia untuk 

~nerninta pembayaran taliap kedua tersebut kepada Tergugat I namun Tergi~gat I sclalu 

n~cngliindnr. I'atln akhiri:ya Tergugat 1 menyeralil<an akta jual beli tnnnh tersebut cli ntas. 

Tenlyata dalam akta tersebut tertulis harga :anah yang semula disepakati Rp. 120.000.000,- 

namun hanya ditillis Rp. 30.000.000,-. Brlakangan hari diketahui ternyata 'Sergugat I telah 

membalik nama sertipikat tanah tersebut dan menjaminkannya ke Bank BPD DIY. Atas 

Iiutangnya tersebut Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan tanah obyeli sengkcta yang 

dijaniinl..an akan dilelang. Berhubung Penggugat ingin menyelamatkan tanah ~ersebut. 

akhirnya Penggigat imelunasi segala hutang Tergugat I kepada Bank BPD DIY. Karena akta 

jual beli tanali dibuat atas dasar tip11 mwlihat dan tidak sesuai dengan kesepakatnn awal. 

maka Penggugat nienuntut agar jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa clinyatakan 

batal dan tn~~tutan-tuiitiita~i lain seperti tercantum dalam petitum gugatannya ; 

IJpnimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkzua a qlio adalah 

sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2909, dulu atas nama HARTOWlYONO 

alias GIYCNO yang kemudian telah dibalik-nama JASMAN BAJURI dan terakhir dibalik 

nama iiie~i-jadi LINDON SIHCMBING, luas 802 m2, yang terletalc di Desa Tirtonirmolo. 

Kecama:an Kasihan, Kabupaten Bantu1 dengan batas-batas : 

Sebelah Lltara : jalan kampung, runlah dan pekarangan milik Bambnng. peka- 

rangan milik Dullah ; 

Sebelah Selatan : rumah dan pekarangan inilik Jamin ; 

Sebelali T i l i~ i~r  : rumah dan pekarangan milik Yanto ; 

Sebelah Barat : Wedi Kengser ; - . 



Menimbat~y, bahwa i ~ e r d a s a ~ k a n  dalil-dalil yang diuraikan.oleh Penggugat tcl-scbut, 

setela h dianalisis dapar disirnpulkan terdapat ha1 yang hams dibuktikan, yaitu : 

bApctlitrh jltnl he11 yat~g tlilnkrikut~ Jasman Bajziri cia11 Petlggtgal & I I ~ L V I  7i.l.g,/gct/ 1 

/er/~adap /nt~nll .ynltg nietljltdi obyek sengketn dalani perknru i ~ l i  telnh soh metltirt~r /~ukun~ 

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila rnernenuhi persyaratali 

(Pasal 1320 KUHPerdata) : 

1 .  Adanya kesepakatan rnereka yang mengikatkan dirinya : 

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; 

3.  Mengenai suatu uokok peisoalan tertentu ; 

4. Oleh suatu sebab yang tiditk terlarang ; 

Kesepakatan menjadi tidak s a i  apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan 

paksaan atau penipuan (Pacal 1321 KUHPerdata). Penipuan rnerupakan suatu alasan urltuk 

pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat yang dipakai salah satu pihak adalah sedernikiari 

supa hingga terarlg dan nyata bahwa pihak y m g  lain tidak akan rnernbuat perikatall itu jika 

tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut (Pasal 1328 K U J e r d a t a )  ; 

Menirnbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkatl cli 

persidangan dapat diketahui Jasman Bajuri yang adalah suarni Penggugat semasa 11idup:lya 

telah membeli tanah yang menjadi obyek sengketa dari penliliknya bernama H a r t o u ' j  '1 '0110 

alias Giyono. h4enu1ut Para Saksi setelah J a m a n  Bajuri meninggal dunia pada tallgga! 31 

,4gustus 20uu (surat bukti bertanda P-3) tanah tersebut tetap dikuasai oleh P e n g g u ~ a t  scbasai 

istesi Jasman Bajusi sampai dengan sekarang. Saksi Tego Abdi yang tinggal berdekatan 

denyan lokasi tanah obyek sengketz rnenerangkan tanah tersebut sejak dibeli ole11 Jasman 

Bajuri sanlpai sekarang tetap dikuas'1.i oleh Pe;iggugat dan suarninya. Demikian pula menurut 

keterangan Saksi Dwi Warsiti yans  pernah bekerja pada Penggugat, tanah obyek ser.gl<eta 

juga selalu dikuasai I'engguyat dan suarninya sarnpai sekarang ; 



Meninlbang, bahv~a Penggugat telah mendalilkan pada tahun 2001 Penggugat dan 

Jasrnan Bajuri (suami Penggugat) berencana menjual tanah obyek sengketa rnilik .]asman 

Bajuri kepada Tergugat I karena ketika itu Jasman Bajilri dalam keadaan sakit dan 

menierlukan biaya untuk pengobatan. Akhirnya disepakati harga tanah sebesar Rp. 

120.000.000,~ dengan pembayaran 4 kali, setiap tahap sebesar Rp. 30.000.000,-. Kernudian 

Tergugat I bersama dengan NotarisPPAT Willy Tjondronimpuno, SH mendatangi Penggugat 

dan Jasnian Bajuri untuk meminta tanda-tangan. Penggugat dan Jasman Bajuri akhirnya 

rnenanda-tangani form jual beli tanah yang lnasih berupa blangko kosong serta menerima 

uang sebesar Rp. 30.000.000.- dari Tergugat I sebagai pembayaran tahap pertarna ; 

Meninibang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Akta Jual Beli 

IVornor 5812001 tanggal 18 Mei 2091 dapat diketahui telah terjadi jual beli antara Jasman 

Bajuri dengan Lindon Sihombing terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dengan h a r p  

sebesar Rp. 30.000.000,-. Dengan demikian telah tejadi perbedaan mengenai harga tanah 

yang semula disepakati sebesar Rp. 120.000.000,- ternyata dalam akta jual beli hanya ditulis 

seharga Rp. 30.000.000,-. A;as kenyataan tersehut Penggugat merasa dirinya clan suaniinya 

telah ditipu oleh Tergugat I karena harga tanah sesuai dengan kesepakatan yakni Rp. 

120.000.000,- narnun yang tertulis dalam a h  jual beli hanya sebesar Rp. 30.000.000.-. 

Pcnggugat nlen~inta agal sertipikat tanah obyek sengketa dikembalikan dan jual beli 

dibatalkan ; 

Menimbang, bahwa belakangan barn cliketahui ternyata Sertipikat Hak Milik Nolnor 

2909 tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Lindon Sihombing (surat bukti bertanda 

P-5) dan keniudian oleh Te rg~ga t  I dijadikan sebagai jaminan hutang ke Bank BPD DIY 

Cabang Utama. Pada tanggal 02 Juni 2004 Tergugat I telah menerima surat dari Katitor 

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Yogyakarta tentang pen yelesaian hutang Terguyat 1 

kepada Bank BPD DI'1 (surat bukti bertanda P-7) ; 



Menimbang, bahwa karena Penggugat menginginkan tanah obyek sengketa kenibali 

lagi ke Penggusat, maka Penggugat akhirnya melunasi hutang Tergugat I ke Bank BI'D DIY 

sebesar Rp. 45.298.209,- (surat bukti bertanda P-8) ; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tampak jelas sejak awal Tergugat 1 telali 

berniat niemaifaatL-an keadaan 1 kondisi kesehatan Jasman Bajuri yang saat it11 sedang sakit 

dan menibutulikatl biaya pengobatan untuk kepentingan atau keuntungan Tergugat I sendiri. 

Tergugat I dengan dibantu oleh I\lotaris/PPAT Willy Tjondronimpuno, SH telall menyodorkan 

blangko kosong form jual beli kepada Jasman Bajuri dan Penggugat. Karena Jasn~ali Bajuri 

dan Penggugat sedang membutuhkan biaya perawatan dan pengobatan maka tanpa pikir 

panjang lagi mercka langsung menanda-tangari form jual beli tersebut. Pada saar ;I.LI jilga 

Penggugat te!ah menerima uang dari Tergugat I sebesar Rp. 30.000.000,- sebagai pembayaran 

tahap pertama ; 

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terjadi seperti tersebut di atas, telall 

terjadi pelanggaran kesepakatan dalam perjanjian jual beli tanah obyek sengketa yang 

dilakukan oleh T'erguyat I. Palam perjanjian a~val harga yang disepakati adalah sebesar Kp. 

120.000.000,- dengan pembhyaran empat tahap. Tahap pertama sebesar Rp. 30.000.000,-. 

Sisanya dibayar secara bertahap dalam jangka waktu satu tahun, tiap-tiap tahap sebesar Rp. 

30.000.000,-. Form jual heli yang ditanda-tangani oleh Jasman Bajuri dan Pengyuyat semula 

masih dalam keadaan kosong telah berubah meqiadi akta jual beli nomor 5812001. Dalatn akta 

tersebut harga tanah yang tercantum tidak sesusi dengan yang telah disepakati sebeluninya ; 

Me~iiniba~ig, baliwa sela~ijutnya Tergugat I tanpa sepengetaliuan Penygugat telali 

mcnibalik nania Sertipikat Hak Milik Nomor 3.909 dari Jasman Bajuri ~nenjadi Lindon 

Sition~bing lalu n-.enjnminkannya ke Bank BPD D1Y sampai akhirnya terjadi tunggakan 

hutang sebesar Rp. 45.298.208,- ; 

Meninibang, bdhwa Tergugat I pada ~khirnya telah mengakui kesalahannya denyall 

nlembuat surat pernyataan ( s~ra t  bukti bertanda P-9). Dan demi menyelamatkan tanah 



peninggalan suaminya Penggugat tcldh membayar hutang Tergugat I kepada Rank BI'D DIY 

tersebut di atas ; 

Menimbang, bahwa jika memang nilai tanah obyek sengketa sejak semula hanya Rp. 

30.000.000,- saja, tidak mungkin P e c z a l ~ a t  bersedia melunasi hutang Tergugat 1 ke Bank 

BPD DIY karena juml~h uanz yang telah la terima dari Tergugat I hanya sebesar Rp. 

30.000.000,- sedangkan hutang Terg~gat I kepada Bank j3PD DIY sebesar Rp.  45.298.208,- ; 

Menimbatiy, baliwa berdasarkar? pertimbangan tersebut di atas terbukti kesepakatau 

yang terjadi dalam perjanjian jual beli antara Jasman Bajuri dan Penggugat denyan Tergugat ( 

didasarkan pada tipu muslihat yang dilakukan Tergugat I yang dibantu oleh NotarisIPPA'I' 

Will y Tjondroni mpuno, SH, yakni berupa perubahan harga yang seharus~iya RII. 

120.000.000,- namun dalam akta juai beli hanya ditulis sebesar Rp. 30.000.000,-. Disampiny 

itu form akta jual beli yar.g ditanda-tangani Jasman Bajuri dan Penggugat yane scmula 

blarigko kosong telah diisi dcngan harga yang tidak sesuai dengan seharusnya ; 

Menin~bang, bahwa harena kesepakatan didasarkan pada tipu muslihat yatig dilakukan 

Teryugat I maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan oleh karenanya batal derni hukun~. 

Karena perjanjian jual beli taliah obyek sengketa tidak sah dan batal demi hukum. maka akta 

ji~al bcli notnor 581200 1 tcrtanggal 18 Mei 2001 yang dibuat oleh NotarisIPPAT Will!: 

Tjondronimpuno, SH juga menjadi tidak sah dan batal demi hukum ; 

Menimbang, bahwa ~nengenai tuntutan Penggugat agar Penggugat bersania-sania 

detlgan anak Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Jasman Bajuri (alm), 

bet-dasarkan keteransan saksi-saksi dan surat bukti bertanda P-1 dapat diketahui Penggugat 

telah n~enikah secat-a sah de~~gan  Jasman Bajuri. Mereka kemudian melnpunyai dua orang 

anak bernama Brury Noorn..ar~ Syarief dan Melisa Erma Fitri. Berdasarkan sural bukti 

bertanda P-3 berupa surat kematian dapat diketahui Jasman Bajuri meninggal dunia pada 

tanggal 31 Agustus 2006. !<arena Jasman Baiuri telah meninggal dunia rnaka Penggugat 



sebagai isterinya da l~  Bmry Noorrnan Syarief dan Melisa Erma Fitri sebagai anak-analnya 

rnenjadi ahli waris Jaslnan Bajuri ; 

Menimbang, bahwa berdacarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakini berpendapat 

tuntutan Penggugat mengenai ha1 iru cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan ; 

Me~li~nbang. bahwa demikian pula mengenai tuntutan Penggugat agar jual beli atas 

tanah sengketa daldm perkara f l  q~ro adalah tidak sah dan batal demi hukuni, Majelis llakiin 

berpendapat seperti telah dipertimbangkan di atas perjanjian jual beli tanah obyek sengketa 

yang dilakukan Penggugat dan Jasrnan Bajuri dengan tergugat I didasarkan pada kesepakatan 

yang tidak sali karena rnengandung tipu musfihat yang dilakukan oleh Tergi~gat 1. Perjalijian 

yang dc~nikian ~neiijadi tidak sali dan batal demi hukum. Oleh karena ilu tuntut an I)enggupal 

~nengenai ha1 itu cukup beralasan sehingga harus dikabulkan ; 

Meninibang. bahwa rrlengenai tuntutan Penggugat agar Akta Jual Beli Nomor 

5812001 tertalggal 18 Mei 2001 dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya batal demi 

Ilukum, karena penerbitan akta jual beli tersebut didasarkan pada perjanjian jual beli )/an& 

tidak sah dan cacqt hukum karena terdapat unsur rekayasa, tipu musliliat dan tidak sesuni 

dengan kesepakatan yang dibuat oleh Jasman Bajuri dan Penggugat dengan Tergilgat 1 maka 

akta jual beli tersebut cacat hukum oleh karena itu menjadi batal demi liukum. Rerdasarkan 

pel-timbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut cukul~ 

besalasan dan dapat dikabulkdn ; 

Menimbang, baliwa tcrhadap tuntutan I'enggugat agar Para Tergugat dinyatakan telali 

~~ic l~ l i i~ l ia l i  pesbuatali melawan liukum, Majelis Hak;m berpendapat karena Tesgugat I tclall 

melakukan peralilian hak alas tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan 

merubali harya pernbelian ta:lah obyek sengketa, maka Tersugat I telali melanygar liak dasi 

Penggugat seliingga melakul. an perbuatan melawan hukurn. Demikian pills Tesgilgat I 1  darl 

Terytlgat 111 karena telnh ikut menanda-tangani akta jual beli yang cacat hukuni sedanykan 



mescka tidak hadis pada mat transaksi, tnaka Tergugat I1 dan Tesgugal I l l  jugn tclah 

nlelakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena it11 tuntutan Penggugat 11iengt:nai ha1 i t t i  

dapat dikabulkan ; 

Meni~nbang, bahwa mengenai ganti rugi materiil yang dit i~nt 111 ole11 Penggt~gat 

dipertimbangkan set-agai berikut : 

- Baliwa, I<ase~~a pesjanjian jual beli tanah obyek sengketa antara Jasrnan Hajilri dan 

Penggilgat de~igan Tesgugat I telah di~yatakan tidak sah dan batal yang pnda akl.lirnya 

tanah o5yek sengketa akan kembali lagi kepada Penggugat maka hasga tanali obyek 

sengketa bail.: yang telah dibayarkan maupun yang belum dibayaska~i oleh Tergugat I 

kepada I'enggugat menjadi bats1 juga ; 

- Baliwa. deligan deniikian kekurangan atas penibayasan harga sebesar Rp. 90.OOO.UOO.- 

tidak dapat dibebankan lagi kepada Tergugat I ; 

- Baliwa. clemikian juga uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang telah diterima Penggi~gat dari 

Tesgugat 1 karena iiang tersebut rilerupakan pernbayaran hasga ta~~nl i  obycl; scnglicta. 

sedangkan pet;janjia~~ jual be11 tanah obyek sengketa telah dinyatakan tidak sah clan batal. 

maka P e n ~ y ~ g a t  tidak berhak menerima uang sebesar Rp. 30.000.000.- tessebi~t. Oleh 

kasena it11 Mqjelis Hakim bespendapat uang sebesar Rp.30.000.000.- ynng tclah cliteril.nn 

olch I'cnggi12at nkan c~ikompcnsasikan dengan i~atig yang telali dibnyarlinn olch I'cnggugar 

kcpada Bank BI'D DIY atas pembayaran hutang Tergugat I, sehingga sisn uang I'criggugat 

yang masill liarus ciikembalikan oleh Tergi~gat I kepada Pcnggugat aclalah : Rp. 

45.298.208.- dikul.nng1 Rp. 30.000.000,- - kp. 15.298.208,- ; 

- Baliwa, mengenai tu~itutan biaya pengdrusan me~ninta kembali sertipikat hak atas taliah 

kepada Tesgugat I sebesar Rp. 1.000.000,- cukup beralasan sehingga dapat clikabulkan : 

Menimbang, bahwa dengan demikidn ganti keriigian materiil yang Iiari~s dibaya~ ole11 

l'esgiigat I kepada I'enggugat adalah sebesar Rp. 16.298.208,- (enan1 belas juta dua satus 

sc~nbilan I ) L I I L I I I  dcl;~pa~i l-ibu dua ratus delapan rupiah). Gnnti keruginn rerscbut sepcniilln)~~ 



me~~jadi  tanggung jawab Tergugat I dan tidak dapat clibebankan kepada '1-ergugat 11 dan 

Tergugat 111 kareca yang n~empergunakan uangnya adalall Tergugat I ,  sedangka~i Tergugat I1 

dan Tergugat I11  hanya sekedar inenjadi saksi dalam penerbitan Akta Jual Deli ; 

Meninlbang, ballwa mengenai t~intutan ganti kerugian ~noriil Majelis Hakin1 

berpendapar I'enggugat tidak dapat membuktikan lcerugian moriil yang ditanggung ole11 

I'enggugat, oleh karena itu mengenai keruslan moriil tidak dapat dikabulkan ; 

?!~:ii~nbang, bahwa karena Para Tcrgugat tidak datang menghadap Ice persidangan 

meskipun telall dipanggil secara patut dan tidak nyata pula bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan adanya suatu halangsr, yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukuni dan 

cukup beralasan. nlalca Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut clapat 

dikabulk~in selurul~nya dengan verstelc ; 

Menimbang. bahwa karena gugatan dikabulkan, maka biaya perkara p r ig  tiriibul 

dibeliankan kepada Tergugat I, Tergugat I1 Jan Tergugat III secara tanggung- rcntcng : 

Mcngingat, ketentuan dala~n Kitab Undang-i~ndang tIukum Perdula. Und~uig-u~lclang 

Nomor 4 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkiitan : 

M E N G A D I L I  : 

1. Menyatakan bahjva Tergugat I,  Tergugat I1 dan Tergugat 111 yang telah dipangzil dei:zan 

pati:l i~ntuk datang nlenghadap di persidangan tidak hadir ; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurulinya dengan verstek ; 

3. Menyatakan Pengg i~ga t  bersama-sama anak Penggugat  yang bernania Ijl.i~r\. 

Noorman Syariol' clan Mcli~il I,rma Fitri adalnh ahli waris sah dari Sasman 13ajuri (alrn.) ; 

4. Menyatakan jual beli atas tanah yang nleujadi obyek sengketa datam pcrkara oquo 

adalah ticlak sah dan bl~tal demi hukum dengan segala akibat hul<umnya ; 

5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 5812001 tertanggal 18 Mei 2001 cacal 11~1ki1m 

sehingga rnenjadi balnl d e ~ u i  hukum dengan segala akibat I~ukui~inya  ; 

6. Menyatakan Para Tcrgugat  telah melakukan perbuatan melawan hukium ; 



7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Pengguyat 

sebesar Rp. 16.298.203,- (enam beias juta dua ratus sembilan puluh delapan 

ribu dua ratus delapan rupiali) ; 

8. .Menghukum Para Tergugat untuk rnembayar biaya perkara yang timbul secara tanggung- 

renteng sebesar : Rp. 34.6.000,- (tiga ratus empat puluh enaln ribu rupiah) ; 

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakirn pada liari 

Senin, tanggal 27 Juli 2009 oleh : PURWONO, SH, MH sebagai Hakirn Ketua. 

R.1. SLTKUSNO AJI, SH dan SUHARYASTI, SH sebagai Hakim-halcim Anggota. 

putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu, tanggal : 29 Juli 2009 dala111 persidargan 

yalig terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didarnpingi ole11 I-lakim-kakini 

Anggota, dibantu oleh : PARJONO sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa 

Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, ~ergugat I1 dan Tergugat 111. 

Hakim- hakim Anggota. I-Iakim Ketua, 

Panitera Pengganti, 
/ IJ 

P A R J O N O  



~erincian biava : 

- Pendaftaran perkara 

- Biaya Panggilan 

- Meterai putusan 

- Redaksi putusan 

J u m l a h  

: Rp. 30.000,- 

: Rp. 305.000,- 

: Rp. 6.000,- 

: Rp. 5.000.- 

: Rp. 346.000,- 

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). 


